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BAB |
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ekonomi biru merupakan suatu konsep tentang bagaimana sumberdaya
perairan Indonesia dapat dioptimalkan untuk mendukung ketahanan ekonomi
nasional maka dibutuhkan adanya optimalisasi implementasi hukum dan
peraturan disuatu negara. Negara Indonesia secara hukum menganut
beberapa asas hukum seperti pada asas Das sollen (peraturan hukum yang
bersifat umum) dan asas das sein (suatu peristiwa konkret). Dimana pada
peraturan hukum terkait ekspor dan impor yang ditetapkan berguna untuk
mendukung ketahanan ekonomi nasional, namun implementasinya peraturan
hukum tersebut pada pelaksanaanya tidak optimal atau tidak tercapai
sebagaimana yang di cita-citakan oleh negara, yang disebabkan oleh adanya
permasalahan hukum yang dilakukan oleh beberapa pihak seperti perilaku
koruptif oleh oknum aparat penegak hukum, pelaku usaha, maupun
masyarakat, dan kesewenang-wenangan dalam menerapkan aturan untuk
kepentingan pribadi. Dengan latar belakang permasalahan tersebut maka
penulis menganalisis suatu penelitian dengan judul “Optimalisasi
Implementasi Hukum Dan Peraturan Untuk Penguatan Ekonomi Biru Guna

Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional”.

Metoda penelitian ini menggunakkan analisis kualitatif atau deskriptif dan
komulatif dengan pengumpulan dan analisis' penyajian data dan fakta
berdasarkan metoda penelitian literatur dari berbagai sumber (studi
kepustakaan) dengan menggunakan data sekunder juga menggunakan
metode penilitian dengan objek berupa data yang bentuknya numerik atau
angka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dengan perspektif
kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan
kerangka teoritis yang digunakan yaitu teori hierarki norma hukum dari Hans
Kelsen, analisis SWOT, teori penegakan hukum dari Sudikno Mertokusumo

dan teori implementasi dari Grindle. Maka dalam hal tersebut bisa



memperbaiki pola ekspor hasil laut dan mengurangi hasil laut yang illegal atau
yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Ekonomi biru merupakan suatu konsep tentang bagaimana sumberdaya
perairan Indonesia dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi yang kreatif dan inovatif dengan tetap memelihara laut dan langit
diatasnya tetap biru. Ini karena ekonomi biru selalu diarahkan kepada
terjaminnya keberlanjutan usaha dan terciptanya lingkungan yang tetap lestari.
Untuk terus-menerus memperkuat ekonomi biru, dibutuhkan adanya
optimalisasi hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga lingkungan
tempat kita hidup mampu memberikan daya dukung dan daya tampung yang
memadai bagi terciptanya kesejahteraan umat manusia. Sehingga akan
berkontribusi berupa semakin terdukungnya upaya mewujudkan ketahanan
ekonomi nasional yang semakin tangguh. Ekspor dan impor produk perikanan
juga Dbersifat eksploitatif dan merusak lingkungan karena dituntut
meningkatkan kapasitas hasil perikanan. Sedang disisi lain, para pelaku
penangkapan dan pembudidaya ikan harus memperhatikan kelestarian
lingkungan dan keberlanjutan usahanya dengan mentaati hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pada pasal
46 yang menjelaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang laut dilakukan
melalui perizinan, pemberian insentif, dan pengenaan sanksi. Sementara
Pasal 88 UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan memberikan sanksi pidana
terkait kegiatan memasukkan atau mengeluarkan atau mengedarkan ikan
yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan dan
lingkungannya ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan
Indonesia dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp
1,5 milyar. Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga peraturan-
peraturan pendukung terkait ekspor dan impor vyaitu Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Kebijakan dan Pengaturan Ekspor dalam pasal 27 menjelaskan mengenai
pengembangan teknologi pengolahan dan atau pemurnian, Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Ketentuan



Impor Hasil Perikanan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia pada pasal 4 ayat (1)” Impor Hasil Perikanan untuk memenuhi
kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan
industri pengolahan ikan setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri”
berdasarkan pasal tersebut menyatakan bahwa Impor hasil perikanan harus
mendapatkan persetujuan impor dari Menteri. Dan Peraturan Mentri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Eksportir
Dan Importir yang Bereputasi Baik pada pasal 7 bahwa Eksportir Bereputasi
Baik dan Importir Bereputasi Baik bertanggung jawab penuh terhadap
kebenaran dokumen persyaratan yang diajukan secara elektronik pada saat
mengajukan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor
dan/atau Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
melalui SINSW (Sistem Indonesia National Single Window).Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang kepabean pada pasal 53 dijelaskan bahwa Untuk
kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan
pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau
pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan pada pasal 85 “Setiap orang yang
dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat
penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu
dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah)” ,Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada
pasal 31 ayat (2) Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa pemasukan Barang Konsumsi untuk
kebutuhan Penduduk atau pemasukan dan atau pengeluaran barang, selain

Barang Konsumsi untuk kebutuhan Penduduk. Namun implementasi



peraturan-peraturan tersebut masih terdapat kendala, antara lain tidak
terlaksannya sanksi pidana yang telah dijatuhkan.

Indonesia yang memiliki luas lautan lebih dari 5 juta km? baik perairan
teritorial, peraikan landas kontinen, maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Selain memiliki perairan di lautan, Indonesia juga memiliki perairan di daratan
berupa danau, sungai, kolam ikan, tambak, dan lain-lain. Baik perikanan laut
maupun perikanan darat, keduanya berpotensi besar menghasilkan produk
perikanan yang mendukung peningkatan nilai ekspor. Beberapa komoditas
ekspor Indonesia yaitu udang, lobster, cumi sotong gurita, rumput laut, tuna,
cakalang, tongkol, dan rajungan kepiting. Saat ini ada 158 negara tujuan
ekspor produk perikanan seperti AS, China, Jepang, negara ASEAN, Uni
Eropa, dan lain-lain. Kendala lain terkait dengan ancaman embargo oleh
China setelah ditemukan adanya kontaminasi SARS-Cov2 pada kemasasan
produk perikanan Indonesia, sehingga Indonesia dituntut untuk dapat
meyakinkan kepada negara tujuan bahwa produk perikanan Indonesia yang
diekspor itu aman untuk dikonsumsi. Hal ini akan terkait dengan regulasi
dalam mewujudkan ekonomi biru. Begitu juga dengan pemenuhan
persyarakatan sertifikasi produk perikanan agar memiliki standar kualitas
produk, kapasitas dan teknologi armada penangkapan ikan, dan pengenaan
tarif bea masuk dimana sebagian menerapkan tarif diatas 15 persen seperti
Uni Eropa dan yang lain tidak dikenakan tarif. Belum lagi dengan
pembangunan infrastruktur logistik perikanan yang tidak merata, dan
keterbatasan pintu ekspor pelabuhan atau bandara.

Sedangkan impor Indonesia tahun 2022, pemerintah akan mengurangi
melaluikebijakan substitusi impor. Target substitusi impor perikanan ini
membutuhkan kerja keras dari seluruh stakeholder yang terkait, mengingat
tahun 2020, tercatat jumlah impor Indonesia mencapai 277 juta kg hasil
perikanan, dan nilainya mencapai 428 juta USD. Sebagian besar impor
berasal dari negara Belanda, China, Korsel, Pakistan, Thailand, AS, Jepang,
Chili dan juga Norwegia. Impor produk perikanan Indonesia berupa ikan beku,
ikan segar, kapal ikan, cold storage, bahan pengayaan makanan, bahan

produk olahan yang berbasis daging lumatan, dan lain-lain. Target substitusi



impor sebesar 35 persen di tahun 2022, supaya tercapai maka juga
membutuhkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukumnya.

Dengan demikian, optimalisasi implementasi hukum dan peraturan perlu
dikaji lebih lanjut, terutama untuk penguatan ekonomi biru dalam rangka

mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, permasalahannya adalah “Bagaimana
optimalisasi implementasi hukum dan peraturan untuk penguatan
ekonomi biru guna mendukung ketahanan ekonomi nasional?” Dari
permasalahan diatas, dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan Kkajian

sebagai berikut:

a. Bagaimana hukum dan peraturan yang mendasari penyelenggaraan

kegiatan ekspor dan impor produk perikanan?

b. Bagaimana implementasi hukum dan peraturan dalam mengatasi
kendala-kendala ekspor dan impor produk perikanan untuk memperkuat
ekonomi biru?

c. Bagaimana upaya mengoptimalkan implementasi hukum dan peraturan
ekspor dan impor produk perikanan yang berkontribusi terhadap

penguatan ekonomi biru guna mendukung ketahanan ekonomi nasional?

Maksud dan Tujuan

a. Maksud dari penulisan Taskap ini. untuk menggambarkan dan
menganalisis permasalahan implementasi hukum dan peraturan dalam
melakukan penguatan ekonomi biru guna mendukung ketahanan
ekonomi nasional serta pemecahannya.

b. Tujuan penulisan Taskap ini sebagai sumbangan pemikiran Peserta
kepada pemangku kebijakan untuk mengoptimalkan implementasi
hukum dan peraturan untuk penguatan ekonomi biru guna mendukung

ketahanan ekonomi nasional.



4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a.

Ruang lingkup penulisan Taskap ini dibatasi pada regulasi yang
mengatur tentang penyelenggaraan ekspor dan impor produk perikanan,
serta kontribusinya terhadap penguatan ekonomi biru guna mendukung
ketahanan ekonomi nasional.

Sistematika atau tata dalam penulisan Taskap ini terdiri atas 4 (empat)

bab yaitu:

1) Bab | Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang,
rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan
sistematika, metoda dan pendekatan, serta pengertian.

2) Bab Il Tinjauan Pustaka, dalam bab ini digambarkan tentang
peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta,
pengaruh perkembangan lingkungan strategis, serta tantangan dan
risikonya.

3) Bab Illl Pembahasan, dalam bab ini dilakukan analisis terhadap
kendala-kendala dalam implementasi peraturan dari
penyelenggaraan ekspor dan impor produk perikanan, serta
kontribusinya terhadap penguatan ekonomi biru guna mendukung
ketahanan ekonomi nasional.

4) Bab IV Penutup, bab ini berisi simpulan atas temuan-temuan dan
jawaban-jawaban terhadap pertanyaan kajian, serta rekomendasi
terhadap implementasi dari penyelenggaraan ekspor dan impor
produk perikanan, serta kontribusinya terhadap penguatan ekonomi

biru guna mendukung ketahanan ekonomi nasional.

5. Metoda dan Pendekatan

a.

Metoda yang digunakan dalam penulisan taskap ini adalah analisis
kualitatif atau deskriptif dan komulatif dengan pengumpulan dan analisis
penyajian data dan fakta berdasarkan metoda penelitian literatur dari
berbagai sumber (studi kepustakaan) dengan menggunakan data
sekunder juga menggunakan metode penilitian dengan objek berupa data

yang bentuknya numerik atau angka.



b. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dengan perspektif
kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan
kerangka teoritis yang digunakan yaitu teori hierarki norma hukum dari
Hans Kelsen, analisis SWOT, teori penegakan hukum dari Sudikno

Mertokusumo dan teori implementasi dari Grindle.

6. Pengertian

a. Optimalisasi berdasarkan penjelasan kemendikbud adalah optimalisasi
berasal dari kata optimal berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi
berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan ketercapaian dari
tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan®.

b. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi
biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna yang
bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu
sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang
terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan?.

c. Avristoteles mengungkapkan bahwa sumber kekuasaan ialah hukum dan
hukum adalah kumpulan yang bersifat teratur namun mengikat dan
menghakimi masyarakat. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan
(perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu
masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat dimana hukum di
susun memiliki unsur ideal dan unsur riif>.

d. Peraturan
Peraturan adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu
agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur dan kondusif. Peraturan
juga memiliki arti yaitu sebagai tataan atau petunjuk, kaidah, ketentuan,

yang dibuat untuk mengatur®.

! Depdikbud, (1995), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta. Balai Pustaka.

% Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,Grasindo, Jakarta, 2002, Hal. 70.

% S.T. Kansil. 1989. Pengantar IImu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka: 28
* KBBI, 1996: 1014



e.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, ekonomi biru merupakan
konsep yang berupaya dalam mewujudkan keseimbangan antara dua
aspek ekosistem kelautan yaitu ekologi dan ekonomi. Ekonomi biru bukan
hanya bicara terkait dengan potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi,
tetapi juga bagaimana menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam
ekosistem bahari®.

Ketahanan ekonomi adalah dinamika kehidupan finansial yang tangguh
dan mampu mengembangkan kekuatan nasional di suatu negara untuk
dapat menghadapi segala ancaman, rintangan, hambatan, serta
tantangan yang berasal baik dari dalam maupun dari luar demi menjamin

kemakmuran bangsa dan negara®.

5.

https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/38894-ekonomi-biru-untuk-laut-sehat-indonesia-sejahtera pada

tanggal 2 Agustus 2022 pukul 22.30 Wib
® https://lifepal.co.id/media/pengertian-ketahanan-ekonomi/ pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul
23.02 Wib


https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/38894-ekonomi-biru-untuk-laut-sehat-indonesia-sejahtera
https://lifepal.co.id/media/pengertian-ketahanan-ekonomi/

BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Lokasi strategis perairan Indonesia telah memberikan peluang besar
untuk kepentingan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.
Perikanan Indonesia memiliki kepentingan global karena mendukung lebih
dari 3.000 spesies ikan dan mendukung beberapa tingkat keanekaragaman
hayati laut tertinggi di dunia. Industri perikanan merupakan peluang bagi
tenaga kerja yang saat ini telah mempekerjakan sekitar 12 juta orang
Indonesia. Perairan Indonesia adalah rumah bagi 37% spesies laut dunia,
namun banyak di antaranya terancam punah akibat penangkapan ikan. Hal ini
disebabkan karena sebagian besar perikanan Indonesia dieksploitasi secara
berlebihan dan adanya praktik penangkapan illegal masih sering terjadi. Pada
tahun 2018, Indonesia adalah negara nelayan terbesar kedua setelah China
yang jumlah tangkapan ikan nya lebih dari 7 juta ton setiap tahunnya, dimana
sebagian besar tangkapan digunakan untuk konsumsi domestik.
Penangkapan ikan yang berlebih secara historis dan berkelanjutan telah
menyebabkan stok ikan di Indonesia mengalami penurunan.

Indonesia dianggap sebagai negara kedelapan yang paling bergantung
pada ikan di dunia. Indonesia telah menyumbang 52 persen dari semua
protein hewani dalam makanan dan ini jauh di atas rata-rata global sebesar 16
persen. Namun, sejumlah besar makanan laut tidak pernah mencapai
kebutuhan protein  hewani masyarakat Indonesia sendiri. April 2022,
Kementerian Perikanan awal memperkirakan stok ikan Indonesia sebanyak 12
juta metrik ton, turun hampir 4% dari perkiraan 12,5 juta metrik ton. Data
tersebut juga menunjukkan bahwa 53% dari 11 wilayah pengelolaan
perikanan telah dieksploitasi. Illegal fishing alah salah satu penyebab, yang
merupakan tindakan yang menimbulkan kerugian serius bagi Indonesia dan
negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Bukan hanya kerugian secara
ekonomi, tapi juga secara sosial dan ekologi. lllegal practice, Unreported and

Unregulated Fishing (IUU Fishing) dalam kesepakatan "Paracas Declaration”
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Asia-Pacific Economic Development (APEC) Marine Ministers Meeting di
Paracas, Peru, sepakat untuk dapat mengatasi illegal fishing bersama-sama.
Dampak illegal fishing hampir menyentuh semua aspek kehidupan sosial

seperti lingkungan, sosial, ekonomi, dan pelanggaran kedaulatan negara.

8. Peraturan Perundang-Undangan
a. Undang — Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahaan Atas
UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Dalam Undang — Undang ini yang dimaksud dengan Perikanan
adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra
produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang

dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Kelauttan adalah
Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di
wilayah Laut yang melipirti dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air-

dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil.

c. Undang-Undang RI Nomor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan
Petambak Garam.

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2016 ini bahwa yang dimaksud
dengan perlindungan nelayan, pembudi daya lkan, dan petambak garam
adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan
Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan
Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman. diatur mengenai Perlindungan
dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Petambak Garam
yang bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana Yyang
dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha

yang berkelanjuttan.
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d. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabean.

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, pengertian kepabeanan
adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu
lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan
bea masuk dan bea keluar. Kawasan pabean dalam undang-undang
disebutkan adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut,
bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang
yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai. Kantor pabean sendiri merupakan kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Barang yang dimasukkan ke dalam
daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea
masuk. Sedangkan barang yang dimuat di sarana pengangkut untuk
dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan akan

diperlakukan sebagai barang ekspor

e. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Salah satu tujuan diterbitkannya Undang - Undang ini adalah untuk
mempermudah perizinan berusaha, tidak terkecuali di sektor kelautan dan
perikanan. Pasal 26 ayat (2) Bab Ill Bagian Keempat Paragraf Dua
menyatakan : Jenis usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari usaha a). Penangkapan ikan; b). Pembudidayaan ikan; c).

Pengangkutan ikan; d). Pengelolaan ikan; dan e). Pemasaran ikan

f. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang - Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tugas dan kewenangan KPK melakukan monitor terhadap
penyelenggaraan pemerintahan negara. Supervisi terhadap instansi yang
berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak

pidana korupsi.
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g. Peraturan Pemerintah  Nomor 41 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas.

Untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor sektor perikanan,
Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2021 disusun tentang
Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
termasuk di dalam nya terkait dengan perijinan kelautan dan perikanan.
Pada pasal 1, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
(KPBPB) adalah kawasan yang terpisah dari daerah pabean sehingga
bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak
penjualan atas barang mewah, dan cukai. Pengeluaran barang dari
KPBPB ke luar Daerah Pabean akan dicatat sebagai barang ekspor
dimana pajak ekspornya akan dikenakan PPN sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Sedangkan pemasukan barang dari

luar daerah pabean ke KPBPB dicatat sebagai impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
Dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 12 tahun 2022
adalah perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 19
tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, dilengkapi dengan
aturan pada tambahan  cakupan barang jenis ikan. Peraturan Menteri
Perdagangan nomor 19 tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan
ekspor, termasuk jenis ikan hidup di air tawar dan air laut yang
penyelenggaraan nya merupakan urusan pemerintahan di bidang kelautan
dan perikanan. Kebijakan terkait ikan segar atau dingin, ikan beku, fillet
dan daging ikan nya yang di cincang atau tidak, yang tidak termasuk
potongan ikan tanpa tulang/ daging, ikan yang dikeringkan/ diasinkan,
diasapi atau dimasak, bahkan ikan mati yang tidak layak konsumsi juga di
atur dalam peraturan tersebut. Selain itu, dalam permen ini mengatur

aturan terkait eksportir yang mengajukan perizinan.
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i. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 66 Tahun 2018
Tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan.

Ketentuan impor hasil perikanan, tertian dalam Peraturan Menteri
Perdagangan nomor 66 tahun 2018 yang kemudian dilakukan perubahan
kedua dengan nomor 23 tahun 2019. lkan yang diolah, dan/atau dijadikan
produk akhir berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya disebut
sebagai hasil perikanan. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa hasil perikanan
yang dapat diimpor merupakan hasil perikanan yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan bahan baku industri, bahan penolong industri, dan
selain untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan bahan penolong
industri. Rencana kebutuhan Hasil Perikanan asal impor akan ditentukan
pada rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait di bidang
koordinasi perekonomian. Sedangkan rencana distribusi atas hasil
perikanan yang diimpor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku
dan/atau bahan penolong bagi industri pengolahan ikan. Peraturan

tersebut juga memuat 326 jenis ikan yang boleh di impor.

j. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2021 Tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik.

Pemerintah memberikan dukungan kepada eksportir dan importir

yang bereputasi baik dengan cara memberikan fasilitas kemudahan untuk

" melalui Peraturan Menteri

melakukan kegiatan - perdagangan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang
Eksportir Dan Importir Yang Bereputasi Baik. Eksportir dan importif yang
baik adalah, mereka yang memiliki rekam jejak yang baik pada kepatuhan.
Eksportir itu sendiri adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
yang melakukan ekspor®. Sedangkan, importir adalah orang perseorangan
atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum

maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor®. Ciri dari eksportir

’ pasal 2 Permendag No. 17/2021
® pasal 1 angka 4 Permendag No. 17/2021
% pasal 1 angka 6 Permendag No. 17/2021
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bereputasi baik dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1, sedangkan penjelasan
terkait importir bereputasi baik ada di pasal 4 ayat 1.

9. Kerangka Teoritis

a.

Teori hierarkhi norma hukum dari Hans Kelsen

Teori ini lebih tepatnya untuk menganalisis pertanyaan kajian-1:
“‘Bagaimana hukum dan peraturan yang mendasari penyelenggaraan
kegiatan ekspor dan impor produk perikanan?” Hans Kelsen menyatakan
dalam bukunya yang berjudul: “General Theori of Law and State”,
menyatakan bahwa norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu
susunan hierarki. Sistem hukum merupakan sistem dengan kaidah
berjenjang yang dimulai dari norma hukum yang paling rendah yang
berpegangan pada norma dan kaidah hukum yang lebih tinggi. Dengan
kata lain, norma yang menentukan pembuatan norma lain disebut superior,
sedangkan norma yang dibuat disebut inferior. Hal ini tentu menyatakan
bahwa hukum akan selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga
tertinggi yang memiliki otoritas sesuai dengan jenjangnya'®. Teori ini
mengandung grundnorm yang merupakan inti dari lahirnya peraturan-

peraturan hukum di suatu tatanan sistem hukum.

Teori/Analisis SWOT

Teori Analisis SWOT dari Ferrel dan Harline (2005) sebagai pisau analisis
terhadap pertanyaan kajian ke-2: Bagaimana implementasi hukum dan
peraturan dalam mengatasi kendala-kendala ekspor dan. impor produk
perikanan untuk memperkuat ekonomi biru? Melalui teori ini, diharapkan
akan mempunyai multi-efek yang besar terhadap keberhasilan sebuah
rancangan strategik yang dibuat™. Analisis ini dilandasi oleh sebuah
asumsi bahwa suatu strategi yang paling efektif akan mengoptimalkan
suatu kekuatan dan dalam meraih peluang, serta meminimalkan adanya

kelemahan dan juga ancaman yang akan dihadapi.

19 Aziz Syamsuddi. 2015. Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang, Jakarta: Sinar Grafika:

14-15.

1 A Pearce Il Jhon.Richard B. Robinson Jr. 2013. Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi,
dan Pengendalian, Terj. Nia Pramita Sari.Jakarta: Salemba Empat: 229
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c. Teori Penegakan Hukum dari Sudikno Mertokusumo dan Soerjono
Soekanto.

Teori ini lebih tepatnya untuk menganalisis pertanyaan kajian-3:
‘Bagaimana upaya mengoptimalkan implementasi hukum dan peraturan
ekspor dan impor produk perikanan yang berkontribusi terhadap
penguatan ekonomi biru guna mendukung ketahanan ekonomi nasional?”.
Menurut Sudikno Mertokusumo teori penegakan hukum adalah upaya
dalam optimalisasi sumber daya kelautan dan perikanan untuk sektor
ekonomi biru tentunya menghadapi banyak tantangan. Perlu ada nya
upaya terobosan-terobosan terbaru pada budidaya perikanan maupun
dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas nilai ekspor. Hal tersebut
merupakan bagian dari upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi biru
melalui peningkatan daya saing dengan meningkatkan fasilitas ekspor dan

impor.

Teori Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam
kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara
dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup*2.

d. Teori Impelementasi dari Grindle
Teori ini menganalisa baik pada pertanyaan kajian-1, kajian-2 maupun
kajian-3. Teori ini merupakan suatu proses untuk merumuskan sesuatu
yang digunakan untuk dapat mewujudkan sebuah ‘hasil aktivitas
pemerintah sebagai upaya untuk menciptakan hubungan yang
memungkinkan bagi kebijakan yang dapat direalisasikan dalam sebuah
program yang bertujuan untuk optimalisasi ekspor dan impor dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi biru sebagai hasil akhir yang

diinginkan®®.

'2 Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Memperngaruhi Penegakan Hukum, Penerbit Ul Press,
Jakarta, him. 35

'3 Grindle, Merilee S (Ed). 1980. Politic and Apolicy Implementation in the Third Word, New Jersi:
Princetown University Press.
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10. Data dan Fakta
a. Letak Geografi Indonesia

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun
2014, terdapat 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia (WPPNRI). Wilayah tersebut dibagi untuk tujuan pengelolaan
perikanan berdasarkan karakteristik sumber daya perikanan dan
lingkungan alam. Sumber daya ikan merupakan salah satu unsur
pendukung terwujudnya kedaulatan pangan khususnya pasokan protein
ikan. Kedaulatan pangan yang bersumber dari ikan, telah memberikan
kontribusi yang sangat besar terhadap potensi penyerapan tenaga kerja
baik yang berada di atas kapal maupun tenaga kerja pada unit
pengolahan ikan, dan kegiatan pendukung lainnya yang ada di darat.
Pelindungan Lingkungan laut harus dilakukan secara sistematis dan
terpadu dalam rangka melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut yang
meliputi konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan
bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta

kerusakan dan bencana.

b. Potensi Perairan Indonesia

Komoditas subsektor perikanan yang paling unggul adalah udang
dan lobster yang telah memberikan kontribusi sebesar 17,34 persen pada
ruang devisa negara. Potensi alam Indonesia disektor perikanan menjadi
bagian - dari perdagangan internasional. Dengan memperhatikan daya
dukung dan kelestarian nya, pemanfaatan dan pendayagunaan sumber
daya ikan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
meningkatkan taraf hidup nelayan, meningkatkan penerimaan devisa
negara, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas,
meningkatkan nilai tambah dan daya saing dari hasil perikanan.
Pemanfaatan sumber daya perikanan diharapkan dapat memberikan
manfaat secara terus menerus melalui penyeimbangan daya dukung nya

melalui pengaturan pengelolaan perikanan.
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Dengan potensi lestari sumber daya ikan sebesar 6,4 juta ton per
tahun memungkinkan ikan beregenerasi sehingga jumlah ikan yang
tertangkap dimungkinkan tidak akan mengurangi populasi ikan. Besarnya
nilai potensi kemaritiman dari sumber daya laut Indonesia yang
menghasilkan flora ataupun fauna telah menjadi sumber daya, sumber
penghasilan dan sumber kekayaan bagi masyarakat dan negara
Indonesia. Sumber daya kelautan secara berkelanjutan diperuntukkan
untuk sebesar-besar nya kesejahteraan generasi saat ini dan tidak
mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Pencegahan dan
penanggulangan pencemaran laut dapat dilakukan melalui bekerja sama
dengan negara atau lembaga internasional.

Tahun 2022, KPP telah menargetkan nilai ekspor ikan hingga
USD7,13 miliar setara Rp101,34 triliun (Kurs Rpl14.213/USD) sebagai
indikator kinerja 2022. Target tersebut diyakini akan berhasil karena ada
nya perubahan tata kelola khususnya di bidang perikanan tangkap melalui
kebijakan penangkapan terukur di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang telah diatur dalam sistem
kuota dan zonasi penangkapan. Hal itu akan memberikan dampak kepada
pertumbuhan ekonomi di daerah dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Tingginya nilai ekspor yang ditargetkan adalah bukti bahwa
mutu dan kualitas produk perikanan Indonesia juga semakin tinggi
sebanding dengan tingkat kepercayaan pasar domestik maupun
internasional. Sedangkan untuk target impor sejak tahun 2021 masih
belum mencapai target dan masih terus mengejar pengurangan impor
sebesar 35 persen. Target tersebut sulit dicapai karena msih
ketergantungan industri domestik yang tinggi terhadap barang modal dari
luar negeri. Selain itu terdapat industri yang bahan baku nya sulit didapat

di dalam negeri sehinga terpaksa tetap dilakukan impor.

Kondisi Ekspor dan Impor
Pada tahun 2020, ekspor pada sektor perikanan Indonesia
mencapai 5,7 persen dengan nilai USD 5,2 miliar. Namun, pencapaian

ekspor tersebut masih di bawah target, yaitu sebesar USD 6,1 miliar pada
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tahun 2020 dan akan meningkat menjadi USD 8,2 miliar pada tahun 2024.
Supply Chain Indonesia (SCI) mengidentifikasi terdapat enam
permasalahan ekspor produk kelautan Indonesia. Pertama, pembangunan
infrastruktur yang tidak merata di berbagai sentra perikanan. Kedua,
keterbatasan pintu ekspor pelabuhan/bandara. Ketiga, pemenuhan
persyaratan sertifikasi produk perikanan seperti SKP, HACCP, BRC, BAP,
MSC, ASC dan ISO 22000. Keempat, penurunan kualitas produk
perikanan pada tahapan-tahapan panen, setelah panen, dan proses
pengiriman, yang membutuhkan penanganan dari hulu ke hilir dalam
standardisasi personil maupun standardisasi teknologi. Kelima, kapasitas
dan teknologi armada penangkapan ikan masih terkendala. Keenam,
pengenaan tarif bea masuk yang berbeda di setiap negara seperti Uni
Eropa dengan tarif di atas 15%, sementara beberapa negara lain tidak
dikenakan tarif*.

Sektor perikanan Indonesia memainkan peran penting dalam
menyediakan ketahanan pangan dan lapangan kerja, sehingga para
pemangku kepentingan industri harus mempertimbangkan risiko yang
terus-menerus ditimbulkan oleh salah urus terhadap produktivitas jangka
panjang dan nilai ekonomi aset perikanannya. Sebagian besar
penangkapan ikan yang melanggar hukum dan merusak di Indonesia
terjadi di tingkat masyarakat. Seperti yang terjadi pada spesies udang,
yang sudah ditangkap secara berlebihan di lebih dari dua pertiga perairan
Indonesia. Berdasarkan: hasil kajian dari Komisi Nasional Pengkajian
Sumber Daya lkan (Komnas KAJISKAN), estimasi dari WPPNRI 712

diantara nya adalah seperti dalam Tabel 1 berikut:

Tabel I. Estimasi Potensi Kelompok Sumber Daya lkan Pada WPPNRI

712"
No | Kelompok Sumber Daya lkan Potensi (ton/tahun)
1. Ikan Pelagis Kecll 303,886

* https://supplychainindonesia.com/masalah-peningkatan-ekspor-produk-perikanan-dan-
rekomendasi-solusinya/ pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 21.53 Wib

> Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi
Potensi, Jumlah Tangkapan yang di perbolehkan, dan tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia


https://supplychainindonesia.com/masalah-peningkatan-ekspor-produk-perikanan-dan-rekomendasi-solusinya/
https://supplychainindonesia.com/masalah-peningkatan-ekspor-produk-perikanan-dan-rekomendasi-solusinya/
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2. Ikan Pelagis Besar 104,017
3. Ikan Demersal 320,432
4, Ikan Karang 59,146
5. Ikan Penaeid 58,390
6. | Lobster 952
7. | Kepiting 10,077
8. Rajungan 22,637
9. | Cumi-cumi 102,142

Khususnya ekspor benih lobster dilarang sejak 2015, tetapi dibuka
kembali pada tahun 2020, telah menimbulkan masalah keberlanjutkan
ekspor lobster dewasa di masa mendatang yang dapat merusak stok
lobster di alam. Dari sisi hukum dan peraturan, pembukaan kembali
ekspor benih lobster tidak masalah, namun dalam implementasinya
karena pengelolaan disertai kepentingan pihak tertentu, justru
menimbulkan praktek korupsi. Ini adalah masalah implementasi hukum
dan peraturan yang harus dicari solusinya. Pencabutan Peraturan Menteri
KP 56 Tahun 2016 tentang Larangan Ekspor Benih Lobster yang
diterbitkan Susi Pudjiastuti dinilai merugikan masyarakat dikarenakan
mata pencaharian masyarakat dari lobster.

Pencabutan PerMen tersebut dimanfaatkan Edhy Prabowo untuk
melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji
terkait perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau
komoditas nya yang kemudian tercium oleh KPK. Saat itu, Vietham
diuntungkan dengan pasokan benih lobster dari Indonesia hingga 1.000
ton per tahun. Edhy Prabowo terbukti melakukan tindak pidana korupsi
dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar
Rp400.000.000.00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

11. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis
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Penguatan ekonomi biru pada kegiatan ekspor dan impor tidak terlepas
dari pengaruh pada perkembangan lingkungan strategis secagar global,
regional dan nasional.

A. Faktor External

a. Lingkungan Strategis Global

Indonesia telah menyumbang 7% produksi ikan tangkap di seluruh
dunia pada pasar global. Bagi masyarakat di Eropa, ikan adalah sumber
protein utama yang penting. Konsumsi ikan per kapita di Eropa yaitu
sebesar 24.3kg. Penduduk di Eropa sangat tinggi dalam mengkonsumsi
ikan tuna yang sudah dalam bentuk pengalengan (canned). Pada tahun
2017, angka konsumsi ikan tuna per kapita di Eropa mencapai hingga
3,07 kg per kapita setiap tahun nya. Terdapat tiga jenis ikan lainnya yang
diproduksi di Eropa, yaitu cod (2.31kg/kapita), salmon (2.24kg/kapita), dan
alaska pollock (1.59kg/kapita). Uni Eropa telah mengusahakan
peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan nya sendiri, namun
dengan memperhatikan faktor keberlanjutan dan perlindungan populasi
ikan. Uni Eropa memiliki berbagai kebijakan terkait industri perikanannya
agar tidak mengancam kelestarian lingkungan.

Sejak tahun 2020, Uni Eropa menerbitkan kebijakan terkait tuntutan
konsumen internasional dan domestik terhadap mutu hasil perikanan yang
lebih aman dan terpercaya. Kebijakan ini telah menjadi isu penting dalam
perdagangan internasional yang meliputi sustainability rantai pasok,
traceability, crime free: fisheries (perluasan jangkauan IUU fishing),
penolakan pasar terhadap produk perikanan yang menerapkan praktik
IUU, hingga jaringan akses pasar yang insentif. Hal ini juga senada
dengan kebijakan yang dikeluarkan AS yaitu kebijakan Seafood Import
Monitoring Program (SIMP), Marine Mammal Protection Act (MMPA), dan
lllegal Fishing and Forced Labor Prevention Act. Selain itu, Tiongkok juga
telah memperketat persyaratan ekspor nya dengan menuntut keamanan
dan Kesehatan produk mulai dari produknya, kemasan nya hingga
container nya. Situasi ini telah di pengaruhi sejak adanya pandemic covid-
19 sehingga masalah Kesehatan dan keamanan dari suatu produk

menjadi perhatian yang serius. Indonesia juga pernah mengalami penurun
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produksi ikan kaleng dibandingkan dengan Thailand dimana produk
olahan perikanan Indonesia hanya menguasai 11 persennya sedangkan
Thailand menguasai 48 persen. Hal ini disebabkan karena pembangunan
infrastruktur pelabuhan yang buruk dan pasokan listrik yang kurang.
Kawasan laut Indonesia 17 kali lebih besar dari Thailand menyebabkan
ongkos sewa pelabuhan lebih mahal®.
b. Lingkungan Strategis Regional

Terdapat 64 wilayah perairan Large Marine Ecosystem (LME) di
dunia yang disusun berdasarkan pada kesuburan, produktivitas, dan
pengaruh perubahan iklimnya. Indonesia sangat beruntung karena
memiliki akses langsung pada enam wilayah LME dengan potensi
kelautan dan perikanan dan hal ini merupakan peluang bagi Indonesia
untuk mengembangkannya. Ke-enam akses langsung wilayah LME
tersebut adalah: LME 34 — Teluk Bengala;, LME 36- Laut Cina Selatan;
LME 37- Sulu Celebes; LME 38-Laut-Laut Indonesia; LME 39-Arafura-Gulf
Carpentaria; LME 45-Laut Australia Utara. Sebagai sarana transportasi
antar pulau, Indonesia dilalui oleh tiga jalur pelayaran internasional dan
laut. Sekitar 110 juta jiwa atau 60 persen berada dikawasan pesisir
dengan radius 50 km dari garis pantai dan 60 persen cekungan minyak
berada di laut dengan potensi ikan. Indonesia memiliki akses langsung ke
pasar terbesar di dunia yaitu Indonesia dilewati oleh satu Sea Lane of
Communication (SLoC), yaitu Selat Malaka. Jalur Selat Malaka
menempati peringkat kesatu dalam jalur pelayaran kontainer global
(Gambar 1).

'8 https://bisnis.tempo.colread/582790/penyebab-industri-ikan-kaleng-kalah-dari-thailand diakses
pada tanggal 9 September 2022 Pada pukul 14:26 WIB.
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Gambar 1. Peringkat Pelabuhan Dalam Jalur Pelayaran Kontainer Dunia®’
Sejumlah negara yang akan menjadi tujuan ekspor produk perikanan
Indonesia adalah Amerika Serikat, Jepang dan Tiongkok dengan rata-rata
nilai ekspor tahun 2016-2020 masing-masing sebesar USD23,08 miliar,
USD15,26 miliar dan USD13,80 miliar. Dalam kurun waktu tersebut, trend
impor Amerika Serikat meningkat 2,5 persen dan Tiongkok 15,5%,
sedangkan impor Jepang turun sebesar 1,4 persen. Namun, pangsa pasar
produk perikanan Indonesia di ketiga pasar utama dimaksud terus
mengalami peningkatan sebesar 4,6 persen, 1,3 persen dan 6,2 persen.
Selama tahun 2020, ekspor udang Indonesia mencapai 8,8 persen
terhadap nilai impor total Udang dunia. Sedangkan, jenis Tuna dan
Cakalang sebesar 5,0 persen, Cumi-Sotong-Gurita mencapai angka 6,0
persen, Rajungan — Kepiting mencapai 6,8 persen dan Rumput Laut

sebesar 11,4 persen.

B. Faktor Internal
a. Lingkungan Strategis Nasional
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
diharapkan dapat menjadi solusi terhadap perubahan yang terjadi
dibidang perikanan, yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya

ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, dan perkembangan

7 perpres Nomor 48 Tahun 2014
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metode pengelolaan perikanan yang efektif, efisien, dan modern. Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum
mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan
kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi
sumber daya ikan. Manajemen yang lemah pada pengelolaan perikanan
belum terkoordinasi antar instansi. Kelemahan aspek hukum adalah
masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan perbandingan tindak
pidana di luar dari kewenangan masing-masing pengadilan. Kebijakan dan
pengaturan ekspor dan Harga Patokan Ikan telah di atur dalam Permen
Nomor 12/M-DAG/PER/3/2010. Harga patokan ikan (HPI) berpedoman
pada harga rata-rata tertimbang ikan di pasar dalam negeri dan ekspor.
Harga tetimbang ekspor berdasarkan rata-rata Free On Board (FOB)
perjenis ikan nya. Sedangkan volume ikan yang di ekspor diusulkan oleh
Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan angka volume penjualan
hasil ikan yang dijual di pasar dalam negeri dan volume penjualan hasil
ikan yang dijual untuk ekspor.

Terdapat 270 juta penduduk yang porsi ikan dan makanan laut nya
lebih dari tiga kali lebih banyak dibandingkan kebutuhan rata-rata global.
Hal ini tentu memiliki konsekuensi yang luas. Menurut Kementerian
Kelautan dan Perikanan, 90% kapal Indonesia mengambil tangkapan dari
daerah yang sudah overfished dan penuh dengan kapal. Ketersediaan
sumber daya ikan adalah pilar utama dalam mewujudkan pembangunan
perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya,
sangat , dipengaruhi oleh kemampuan regenerasi. -ikan terhadap
perubahan lingkungan. lllegal fishing masih sulit untuk diatasi segera, hal
ini- dikarenakan dalam pasal 29 ayat 2 UU Perikanan, masih
memungkinkan kapal asing masuk ke perairan nasional, berkurangnya
alokasi anggaran untuk pemantauan perairan Indonesia, dan kurangnya
sinergi dalam penanganan nelayan ilegal di lapangan. Akibatnya nelayan
tradisional harus berhadapan dengan penangkap ikan illegal yang
teknologinya lebih baik untuk penangkapan yang lebih banyak.
Penangkapan ikan secara ilegal telah menjadi masalah secara global dan

melibatkan banyak negara. lllegal fishing menggunakan BBM subsidi yang
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dialokasikan untuk nelayan tradisional. Selain itu, banyak nelayan illegal
yang menggunakan izin palsu untuk menghindari pajak.

Transformasi ekonomi yang seimbang dan lebih signifikan terdapat
dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pengawasan perairan, pihak
pengelola kawasan hanya dapat menindak sebatas pembinaan yang
kemudian akan dilanjutkan penegakan hukum oleh Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Bentuk pelanggaran di dalam
kawasan konservasi berupa denda maksimal 250 juta. Berdasarkan UUD
1945 Pasal 100, pelanggaran zonasi adalah kegiatan pembangunan
infrastruktur dalam kawasan konservasi perairan. Total Kawasan
konservasi perairan di Indonesia berada di 201 lokasi yang dikelola oleh
tiga kelompok yaitu 161 Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD),
10 Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dan 30 kawasan
konservasi yang dikelolah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK), seperti yang terlihat dalam peta (Gambar 2.)*®.

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dilakukan pemerintah dalam
rangka untuk melindungi laut dan seluruh sumber daya nya dari berbagai
ancaman seperti pengrusakan, eksploitasi yang berlebih dan pencemaran
lingkungan. Wilayah yang dialokasikan ke dalam KKP dijadikan sebagai
pelindungan bagi hewan laut agar dapat berkelanjutan, mengembangkan
keanekaragaman hayati yang tinggi, serta mendukung kegiatan pariwisata.
Dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2007, kawasan konservasi
merupakan kawasan yang di lindungi dimana pengelolaan nya dilakukan

dengan sistem zonasi.

% https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/kawasan-konservasi-perairan-di-
indonesia pada tanggal 24 Juli 2022 pukul 23.15 Wib
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Gambar 2. Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia

Kerusakan yang dihadapi akibat adanya eksploitasi dan kondisi
lingkungan yang ekstrim dapat diatasi dengan konservasi perairan.
Kawasan konservasi dapat juga sebagai pelindung dari resiko
ketidakpastian pengelolaan perikanan dan membantu dalam peningkatan
stok perikanan dan berkelanjutan. Sedangkan konservasi sumber daya
ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber
daya ikan, termasuk sumber daya ikannya. Upaya konservasi yang
dilakukan berdasarkan pasal 13 UU nomor 31 tahun 2004 vyaitu
konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan.
Pemerintah telah menetapkan kawasan konservasi yang terkait dengan
perikanan seperti terumbu karang, padang lamun, bakau, rawa, danau,
sungai, dan embung ke dalam suaka alam perairan, taman nasional
perairan, taman wisata perairan, dan/atau suaka perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak lagi memberikan
izin terhadap ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dan akan meningkatkan
budi daya lobster di dalam negeri. Sehingga tidak ada izin ekspor BBL
untuk ukuran konsumsi. KKP telah melepas sebanyak 115.860 benih
bening lobster (BBL) atau benur di perairan Pesawaran, Lampung.
Perdagangan terkait BBL ini sangat diminati oleh banyak pelaku bisnis,
bukan hanya oleh nelayan/ masyarakat biasa bahkan menarik perhatian
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para pejabat negara. Terbukti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
berhasil menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo atas
dugaan korusi ekspor benih lobster atau benur. KKP dilaporkan telah
memberikan izin kepada 30 perusahaan yang terdiri atas 25 perseroan
terbatas atau PT, tiga persekutuan komanditer alias CV, dan dua
perusahaan berbentuk usaha dagang atau UD. Pemberian izin ekspor
BBL kepada perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan kader
partai politik. Mereka yang melakukan pengawalan proses penilaian
kelayakan sebuah badan usaha menjadi pembudidaya lobster dan calon
eksportir BBL (benur) sesuai dengan kriteria dan termasuk menyusun
mekanisme dalam Juknis petunjuk teknis. Tindakan pidana tersebut
merujuk Pasal 92 juncto Pasal 26 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai Perubahan dari UU Nomor 45
Tahun 2009 dan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,

penyelundup benur bisa dipidana hingga 8 tahun.



27

BAB Il
PEMBAHASAN

12. Umum

Indonesia memiliki sumber daya perikanan baik dari sub sektor
perikanan tangkap maupun sub sektor budidaya. Perikanan Indonesia bukan
hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan didalam negeri namun juga
kebutuhan negara lain melalui kegiatan ekspor. Perekonomian merupakan
aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, setiap tahapan
pembangunan perekonomian memiliki tujuan untuk mencapai kondisi ekonomi
yang lebih baik dari sebelumnya. Keberhasilan suatu implementasi ketahanan
nasional terutama pada bidang ekonomi akan sangat tergantung pada
pelaksanaan pembangunan nasional yang mencakup kepentingan seluruh
aspek kehidupan nasional. Ekspor pada sektor perikanan merupakan salah
satu komponen dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
memberikan devisa negara dalam rangka pembangunan ekonomi. Jumlah
ekspor sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi sedangkan jumlah impor tidak mempengaruhi secara signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi®.

Pembangunan wilayah pesisir harus terus ditingkatkan agar dapat
menempatkan masyarakat sekitar bahari sebagai aktor utama sektor
perikanan Indonesia. Apabila masyarakat bahari bukan sebagai aktor utama,
maka kedaulatan dan keberlanjutan produksi perikanan di Indonesia akan
sangat sulit tercapai. Perencanaan pembangunan sektor perikanan harus
berasal dari masyarakat bahari yang pengelolaannya dilakukan oleh
masyarakat bahari, dengan tujuannya demi kemakmuran sebesar-besarnya,
kedaulatan dan kemandirian masyarakat bahari Indonesia. Kewajiban
pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat bahari diatur
dalam UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudidaya lkan dan Petambak Garam. Perlindungan terhadap
masyarakat bahari juga merangkum pada perlindungan terhadap ruang hidup

19 Astuti, I.P. and Ayuningtyas, F.J., 2018. Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 19(1), pp.1-10.
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laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang merupakan lokus kekayaan sumber
daya perikanan dan kelautan yang merupakan kawasan perairan tangkap
mereka.

Program Nawa Cita yang telah disusun oleh pemerintahan Presiden
Joko Widodo memprioritaskan pada peningkatan produktivitas rakyat dan
daya saing di pasar internasional dalam bidang perdagangan internasional
dan investasi. Hal ini merupakan upaya dalam menghadapi kebutuhan pangan
dunia disektor perikanan selain dari memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
Indonesia sendiri. Sehingga, melalui ekspor disektor prikanan, bangsa
Indonesia dapat maju bersama-sama dengan bangsa Asia lain nya dalam
mewujudkan kemandirian ekonomi dengan terus menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik terlebih dahulu. Inovasi-inovasi disektor kelautan
dan perikanan sangat diperlukan guna peningkatan hasil produk dan mutu
pada sektor perikanan tangkap, dan perikanan budidaya. Selain itu,
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta konservasi perairan harus
diwujudkan. Perlunya sertifikasi kompetensi masyarakat wilayah pesisir
terhadap mutu dan kualitas produk perikanan, produk garam, udang, budidaya
ikan, udang, dan budidaya rumput laut serta penguasaan teknologi dapat
memberikan semangat kepada masyarakat untuk bekerja lebih baik dalam
mencapai kesejahteraan hidup mereka. Ketika masyarakat telah tersertifikasi,
maka masyarakat dapat membantu para pengusaha eksportir untuk dapat
berkontribusi menyediakan produk yang berkualitas tinggi.

Meskipun Indonesia adalah negara kepulauan yang luas lautnya hampir
65 persen dari total luas wilayah, namun angka impor produk ikan juga
semakin meningkat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih
mencatat bahwa Indonesia masih melakukan impor hingga 277 juta kilogram
hasil perikanan mencapai US$ 428 juta ditahun 2020. Tiongkok adalah
importir hasil perikanan terbesar dengan angka 13,37 persen dari total impor
ke Indonesia. Situasi tersebut sangat mengkhawatirkan terhadap neraca
perdagangan Indonesia perlu perhatian khusus Menteri Perdagangan dengan
merujuk PERMENDAG no. 23 tahun 2019 tentang ketentuan impor hasil
perikanan dan juga PERMENDAG no. 17 tahun 2021 tentang eksportir dan
importir yang bereputasi baik.
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13. Analisis Hukum dan Peraturan yang Mendasari Penyelenggaraan
Kegiatan Ekspor dan Impor Produk Perikanan

Dalam kerangka teoritis, hukum dan peraturan yang mendasari
penyelenggaraan ekspor dan impor perikanan harus sesuai dengan kaidah
yang berjenjang. Norma hukum yang paling rendah berpegangan pada norma
dan kaidah hukum yang lebih tinggi (superior). Hal ini seperti yang Hans
Kelsen nyatakan dalam bukunya yang berjudul “General Theori of Law and
State”.

Teori umum hukum dan Negara ekspor dan impor Indonesia,
menyatakan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah
pabean. Pengertian daerah pabean adalah suatu daerah milik Republik
Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara, yang juga
mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di dalam Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE). Kegiatan ekspor telah melahirkan tumbuhnya industri-industri
lain yang jauh lebih besar. Ketika permintaan ekspor produk perikanan
meningkat maka hal ini telah berdampak langsung pada perkembangan
industri di dalam negeri. Ekspor merupakan salah satu sektor perekonomian
yang melalui perluasan pasar antara beberapa negara secara tidak langsung
melakukan perluasan dalam suatu industri yang kemudian mendorong industri
lain dan mendorong sektor lainnya dari perekonomian. Berdasarkan ketentuan
kepabeanan dibidang ekspor, eksportir adalah orang perseorangan, lembaga
atau badan usaha yang melakukan ekspor yang tercantum dalam Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012).

Impor. merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah
pabean. Pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean
bertujuan untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas.
Kegiatan membeli dari luar negeri dilakukan dengan ketentuan pemerintah
yang dibayarkan dengan menggunakan valuta asing. Kegiatan impor adalah
kegiatan yang memasukan barang ke dalam Daerah Pabean, Barang yang
dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor dan
terutang Bea Masuk. Dasar hukum peraturan mengenai tata laksana impor
adalah Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003.
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Sedangkan petunjuk pelaksanaan tata laksana kepabeanan dibidang impor
dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2022.

Bahan hukum bersifat mengikat untuk dipatuhi, dan dilaksanakan.
Bahan hukum terdiri dari tiga jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu berupa
peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hukum yang bersifat
superior yang mengatur kegiatan ekspor dan impor adalah Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabean
termasuk untuk menjerat para pelaku tindak pidana. Bahan hukum sekunder
merupakan bahan hukum penunjang yang melengkapi bahan hukum primer.
Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat para ahli hukum vyaitu
berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah
dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan
bahan hukum tersier adalah bahan hukum penjelasan dari bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat dilihat dalam
kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan
ensiklopedia.

Dasar hukum mengenai tata laksana ekspor dan impor adalah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Mengenai tata laksana kepabeanan
di bidang ekspor diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang
Ekspor sebagaimana telah: diubah dengan PER-29/BC/2016. Untuk lebih
meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepabeanan di bidang ekspor
serta menyelaraskan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2019 diatur tentang
Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007.
Pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang
Pemungutan Bea Keluar kemudian diubah kedalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016. Tata Laksana Kepabeaan dibidang
Ekspor diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-
40/BC/2008 jo. P-06/BC/2009 jo. P-30/BC/2009 jo. P-27/BC/2010. Untuk tata
laksana kepabeanan dibidang Impor, diatur dalam Keputusan Menteri
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Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003. Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana
Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan DJBC No. P-06/BC/2007. Ketentuan ekspor dan impor barang yang
dibawa oleh penumpak dan awak sarana pengangkt diatur dalam Dasar
Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 203/PMK.04/2017.

Berdasarkan Pasal 53 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2006, dijelaskan bahwa
kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan
pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau
pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri
Keuangan u.p. Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pengawasan terhadap impor
dan ekspor barang larangan dan pembatasan diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020. UU No. 17 Tahun 2006 pasal 3
menerangkan terkait daftar barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk
diimpor atau diekspor. Menteri Keuangan akan menetapkan daftar barang
yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan
terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, untuk
selanjutnya dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC). DIJBC memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat, industri
dalam negeri dan kepentingan nasional.

Tugas pokok dan fungsi dari DJBC salah satunya adalah melakukan
pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor maupun
keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang
dilarang dan/atau dibatasi oleh ketentuan/regulasi yang . diterbitkan oleh
Kementerian/Lembaga terkait. Dasar yang menjadi critical point dilakukannya
ekspor dan impor adalah memiliki perijinan dan kondisi barang ekspor dan
impor dalam keadaan baik. Kebijakan dan pengaturan ekspor dan impor dari
awal hingga akhir, diantaranya adalah:

a. Jenis kebijakan dan pengaturan ekspor dan impor

b. Ketentuan memiliki perijinan sebelum keluar atau sebelum masuk ke
dalam daerah pabean

c. Pengelolaan jumlah barang ekspor dan impor.

d. Verifikasi/ penelusuran teknis



32

e. Pelabukan pengeluaran dan pemasukan

—h

Kebijakan dan pengaturan ekspor dan impor diseluruh wilayah Indonesia

Ketentuan kebijakan dan pengaturan ekspor dan impor

- @

Komoditas program Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS
PK)
I.  Ketentuan peralihan dan pemberlakuan.

Melalui Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
termasuk terkait dengan perizinan kegiatan ekspor dan impor bagi pengusaha
di wilayah pabean. Daerah pabean berada di seluruh wilayah Republik
Indonesia, yaitu wilayah darat, udara dan perairannya, serta tempat yang ada
di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang berlaku sesuai
dengan UU No. 17 Tahun 2006. Barang ekspor harus diajukan sebagai
pemberitahuan ekspor barang melalui Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
dan telah mendapatkan nomor pendaftaran. Setelah mendapatkan
persetujuan melalui Nota Pelayanan Ekspor (NPE) yang diterbitkan oleh
Pejabat Pemeriksa Dokumen, Sistem Komputer Pelayanan, atau Pejabat
Pemeriksa barang atas PEB yang disampaikan, barang yang akan diekspor
diangkut ke Kawasan Pabean. Penyampaian PEB ini dapat dilakukan oleh
eksportir atau dikuasakan melalui Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)
melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) kepabenan.

Sedangkan barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean
dengan tujuan untuk diekspor kembali, sebagai barang angkut lanjut,
ditimbun/- diangut ke wilayah Indonesia lain, sebagai barang inpor untuk
dipakai atau barang impor sementara. Barang impor yang masuk akan
dikenakan nilai pabean yang ditentukan pemerintah. Mahalnya harga barang
impor disebabkan adanya biaya pajak yang ditentukan pemerintah. Biaya
pajak atau disebut bea pabean adalah pajak yang dikenakan pada barang
yang masuk atau keluar dari daerah pabean. Kewajiban Pabean adalah
seluruh kegiatan wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang kepabeanan.
Prosedur impor yang diawasi oleh DJBC dimulai dari pembongkaran,
penimbunan, hingga barang untuk dipakai. Petunjuk pelaksanaan Peraturan
Menteri keuangan No. 144/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor
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untuk dipakai. Sedangkan Pemberitahuan Impor Barang ke Kantor Pabean
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015.
Pengawasan barang ekspor dan impor di Indonesia dilakukan di Pos
Pengawasan Pabean. Pos tersebut merupakan bagian dari kantor pabean
yang berada di kawasan pabean atau tempat lain dan pos pengawasan
pabean merupakan pendukung dalam proses pemenuhan kewajiban pabean.
Jenis usaha perikanan tangkap yang menggunakan kapal perikanan,
terdapat 3 komponen pelaku usaha, yaitu Pemilik/Operator dan Nahkoda
kapal perikanan yang mempunyai tanggungjawab tentang perizinan berusaha
sesuai Pasal 27 ayat (1) Bab Il Bagian Keempat Paragraf 2 UU RI No. 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Menyatakan “setiap orang yang memiliki
dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang
digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan/atau laut lepas wajib
memenuhi  perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat‘. Pada
kenyataannya dalam setiap tindak pidana perikanan di WPPNRI hampir

seluruhnya yang menjadi terdakwa adalah Nahkoda.

Analisis Terhadap implementasi hukum dan peraturan dalam mengatasi
kendala-kendala ekspor dan impor produk perikanan untuk memperkuat
ekonomi biru.

Pengelolaan perikanan sebagian besar mengatur pemanfaatan sumber
daya perikanan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah NKRI.
Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini fokus untuk meningkatkan
ekspor produk perikanan. Beberapa hambatan yang teridentifikasi daapat
dianalisa melalui teori/ analis SWOT. Analis SWOT merupakan salah satu
teknik analis kualitatif yang bertujuan untuk menyusun strategi pengembangan.
Metode perencanaan strategis SWOT digunakan untuk mengevaluasi
kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan
ancaman (threats) pada kegiatan ekspor dan impor sektor perikanan.
Kekuatan adalah situasi menggambarkan kekuatan yang dimiliki saat ini. Pada
analisis SWOT dilakukan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan yang
dimiliki untuk dibandingkan dengan para pesaing-pesaingnya. Kelemahan
adalah kondisi lemahnya ekspor dan impor perikanan pada saat ini yang
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merupakan kendala yang dapat menghambat jalannya ekspor dan impor.
Gambaran yang terdapat dari sisi luar ekspor dan impor merupakan peluang
yang akan membantu berkembangnya ekspor dan impor perikanan Indonesia
dimasa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan pengoptimalisasian melalui
terobosan yang memungkinkan untuk dikembangkan. Sedangkan gambaran
yang harus dihadapi dari berbagai macam faktor lingkungan disebut sebagai
ancaman yang tidak menguntungkan. Ancaman dinilai dapat menyebabkan
kemunduran ekspor dan impor Indonesia. Analisis ini berperan sebagai alat
untuk meminimalisir kelemahan atau kekurangan dalam menekan dampak
dari ancaman yang harus dihadapi.

Dalam menganalisa SWOT, kekuatan dan kelemahan ditempatkan
sebagai faktor internal. Sedangkan peluang dan ancaman ditempatkan
sebagai faktor eksternal. Kendala-kendala yang terjadi dalam ekspor dan
impor perikanan akan dijadikan variabel kelemahan dan ancaman. Analis
SWOT menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor yang dijadikan
masukan. Strategi pengembangan yang dihasilkan oleh analis SWOT bersifat
praktis atau dapat diimplementasikan langsung. Analis ini melakukan analis
strategi yang bermanfaat dari empat sisi yang berbeda. Hasil analis dapat
berupa arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan atau
menambah kekuatan dari segi peluang serta dapat menghindari atau
mengurangi ancaman yang terjadi. Analis yang dilakukan terdiri atas dua
faktor strategis yaitu faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal.
Faktor strategis internal atau sering disebut sebagai Internal Strategic Faktors
Analysis Summary/IFAS) adalah analis yang menilai kinerja/ prestasi yang
merupakan  faktor kekuatan dan kelemahan yang ada untuk dicapai.
Sedangkan faktor eksternal atau External Strategic Faktors Analysis
Summary/EFAS) merupakan kondisi yang cenderung muncul dari luar yang
dapat memberikan pengaruh kinerja dari ekspor dan impor sektor perikanan.
Jadi, analisis SWOT membandingkan antara faktor internal dengan faktor
eksternal.

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara terbesar pengekspor
produk perikanan di dunia. Produk yang di ekspor selain hasil tangkapan juga
juga berupa bahan olahan ikan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri
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Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan
Dan Pengaturan Ekspor. Hanya saja, pengolahan hasil ikan masih terkendala
dengan kemampuan teknologi. Selain dari ketidakmampuan dalam menguasai
perkembangan teknologi, pengolahan ikan yang dilakukan di Indonesia masih
menggunakan teknologi yang lama. Berdasarkan data Kementerian Kelautan
dan perikanan, volume ekspor produk perikanan Indonesia selama 2 tahun
terakhir sejak 2021 mencapai lebih dari 2 juta ton dengan total 158 negara
tujuan. Setelah ditemukannya kontaminasi SARS-Cov2 pada kemasan produk
perikanan Indonesia, China sebagai salah satu negara importir terbesar
produk perikanan Indonesia mengancam melakukan embargo. Sehingga,
aktivitas ekpor produk perikanan Indonesia terancam, akibat dari ancaman
penolakan produk hasil perikanan. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan
Perikanan melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan (BKIPM) bertanggung jawab dalam pengendalian mutu dan
hasil perikanan dituntut untuk untuk sigap untuk mengatasi ancaman tersebut.

Menghadapi tantangan saat pandemi, dibutuhkan kerjasama dari
berbagai pihak demi terjaminnya kemananan produk hasil perikanan agar
tidak berdampak buruk terhadap stabililitas ekonomi dan ekspor produk
perikanan Indonesia ?° . Perlunya keamanan terhadap mutu ikan, perlu
dilakukan sertifikasi terhadap produk terkait. Melalui sertifika mutu, secara
tidak langsung akan memperluas peluang pasar bagi ekspor dan impor.
Namun permasalahan terkait pengurusan sertifikasi mutu harus oleh
Pemerintah Pusat agar tidak mengancam keberlanjutan usaha pengolahan.
Dalam PP Nomor 57 tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu Dan
Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil
Perikanan, Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan
upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan
sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan Hasil
Perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Pengendalian
mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, verifikasi, surveilan, audit,

dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan

%% https://kkp.go.id/poltekjembrana/artikel/26143-masalah-dan-tantangan-ekspor-produk-
perikanan-indonesia-di-masa-pandemi pada tanggal 4 September 2022 pukul 23.00 Wib


https://kkp.go.id/poltekjembrana/artikel/26143-masalah-dan-tantangan-ekspor-produk-perikanan-indonesia-di-masa-pandemi
https://kkp.go.id/poltekjembrana/artikel/26143-masalah-dan-tantangan-ekspor-produk-perikanan-indonesia-di-masa-pandemi
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keamanan hasil perikanan®. Selain pengendalian mutu, pengawasan mutu
diperlukan, dimana pengawasan mutu merupakan kegiatan yang meliputi
bimbingan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan
hasil perikanan .

Embargo merupakan kebijakan yang dibuat suatu negara akibat dari
pelanggaran transaksi perdagangan. Embargo dapat membatasi impor, atau
ekspor. Apabila ancaman embargo yang dilakukan oleh China dilakukan maka
imbas bagi Negara Indonesia akan menurunkan kesejahteraan masyarakat,
dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Dampak terbesar adalah
memperlemah perekonomian akibat dari kelebihan atau kekurangan pasokan
ikan. Ancaman lain dari pasar internasional adalah adalah politik dumping.
Dumping adalah kegiatan yang terjadi di pasar Internasional dimana harga
yang beredar lebih rendah atau kurang dari nilai yang wajar dari harga di
negerinya sendiri yang merusak tatanan harga produk sejenis. Keadaan ini
menyebabkan rusaknya pasaran dan meruginya produsen pesaing negara
pengekspor atau pengimpor. Praktik Dumping termasuk isu yang serius dalam
dunia perdagangan Internasional yang berhubungan dengan tindak
kecurangan sehingga menyebabkan kerugian pada perekonomian Negara.
Harga pasar yang lebih rendah dapat mengakibatkan diskriminasi dan
merugikan produsen pesaing. Dumping terjadi akibat dari persaingan pasar
yang ketat pada perdagangan Internasional karena setiap negara berusaha
untuk dapat memenangkan pangsa pasar. Meskipun praktik dumping terjadi
ke dalam sektor perekonomian, praktik dumping ini ternyata bernuansa politis.
Negara-negara yang melakukan Dumping memiliki tujuan  untuk dapat
menguasai pangsa pasar internasional, mencapai target pemasaran, dan
mencegah penimbunan barang.

Nine-Dash Line adalah sembilan garis terputus - putus yang dibuat
China di Laut China Selatan, yang diklaim sebagai perairan dan daratan milik
China. Nine-Dash Line menjadi ancaman dan menyebabkan terjadinya konflik
dengan berbagai negara, diantaranya Filipina, Vietham, Brunei, Malaysia, dan
Indonesia. Nine-Dash Line dianggap bertentangan dengan hukum laut

internasional. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)

2 PP Nomor 57 Tahun 2015 tentang system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta
peningkatan nilai tambah produksi hasil perikanan.
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yang sudah disepakati dunia, karena dasar dari pembuatan Nine-Dash Line
adalah hanya karena faktor sejarah masa lalu. UNCLOS atau Konvensi
Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang Hukum Laut, atau Konvensi Hukum
Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut, merupakan perjanjian
internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa - Bangsa
(PBB) tentang Hukum Laut yang berlangsung dari 1973 sampai 1982.
UNCLOS menjadi dasar hukum laut yang tetap dan mempunyai kekuatan
hukum yang sangat kuat. Konvensi Hukum Laut menetapkan dalam
penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis,
lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. UNCLOS menjadi dasar
kesepakan bersama terhadap pengaturan wilayah laut di seluruh dunia. Nine-
Dash Line yang China buat di Laut China Selatan sesuai dengan sejarah
masa lalu, adat penemuan, dan pekerjaan dimana banyak nelayan China
yang dari dahulu. China berusaha memperjuangkan wilayah tersebut karena
dianggap strategis dimana Laut China Selatan kaya akan ikan laut, minyak
dan gas bumi, serta jalur perdagangan yang strategis.

Negara-negara tujuan ekspor terbesar Indonesia adalah Amerika
Serikat, Tiongkok, Jepang, negara ASEAN, dan Uni Eropa. Negara tujuan
ekspor komoditas perikanan Indonesia adalah Amerika Serikat (AS) sebesar
USD1,1 miliar atau 44,4%. Tiongkok sebesar USD382,9 juta atau 14,8% dan
Jepang sebesar USD278,9 juta (10,8%) dari total nilai ekspor. Kemudian
negara-negara ASEAN sebesar USD270,1 juta (10,4%), Uni Eropa dengan
nilai sebesar 2,0 juta (5,1%), dan Australia sebesar USD55,2 juta (2,1%).
Melihat - peluang tersebut, perlunya dilakukan pemantauan terhadap
kelestarian sumberdaya ikan dan kelangsungan usaha penangkapan ikan,
diperlukan penentuan terhadap proporsi tangkapan ikan. Proporsi tersebut
harus berada dalam batasan biologis aman. Batasannya adalah perbandingan
antara jumlah total hasil tangkapan pertahun terhadap jumlah tangkapan yang
diperbolehkan pada tahun yang sama, yang kemudian dinyatakan dalam
persentase. Batasan biologis aman adalah proporsi tangkapan ikan<100%
dimana jumlah tangkapan sebesar 80 persen dari jumlah tangkapan lestari
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(maximum sustainable yield — MSY)?*. Kegiatan ekspor dan impor produk
perikanan di satu sisi bersifat eksploitatif dan merusak lingkungan karena
dituntut meningkatkan kapasitas hasil perikanan. Namun demikian,
pemerintah telah menggerakkan program penangkapan berbasis budidaya
untuk menghindari terjadinya penangkapan secara berlebihan.

Pada masa pandemi, volume hasil tangkapan menjadi turun, hal ini
terkait juga dengan adanya peningkatan pada proses clearance di pelabuhan
karena adanya desinfeksi kapal, kesehatan awak kapal, dan pemeriksaan
terhadap riwayat perjalanan kapal. Selain itu, penurunan kinerja awak kapal
akibat kebijakan physical distancing dan work from home (WFH) sehingga
memperlambat proses docking kapal. Akibat Pandemi, permintaan terhadap
produk perikanan terutama seefood terus meningkat, hal ini menjadi harapan
bahwa sektor perikanan akan menjadi pengungkit perekonomian di masa
pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, hal ini sangat membantu pencapaian
target ekspor produk kelautan dan perikanan sebesar USD6,05 miliar. Badan
Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa peningkatan nilai ekspor produk
kelautan dan perikanan mencapai 4,15% selama Januari-April 2021.
Peningkatan ini dipengaruhi oleh komuditas unggulan yang meningkat seperti
ekspor udang yang mencapai USD725,98 juta atau 41,56 % terhadap total
nilai ekspor, kemudian Tuna-Cakalang-Tongkol sebesar USD228,55 juta
(13,08%), Cumi-Sotong—Gurita dengan nilai USD178,87 juta (10,24 %),
rajungan—kepiting mencapai USD150,86 juta (8,64 %) dan komoditas rumput
laut hingga USD93,02 juta: (5,33 %) . Melalui data BPS sementara, nilai
ekspor produk perikanan mencapai 548,35 juta dollar AS (sekitar 7,87 triliun)
di bulan Maret 2022.

Hal ini menerangkan bahwa neraca perdagangan produk perikanan
mengalami surplus dengan nilai 1,39 miliar dollar AS di kuartal 1-2022 dimana
merupakan pencapaian yang baik karena hasil tersebut mengalami kenaikan

sebesar 21,78 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya?.

2 https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1586/sdgs_14/1 pada tanggal 4
September 2022 pukul 23.33 Wib

%% https://money.kompas.com/read/2022/05/04/130000626/melejit-nilai-ekspor-produk-perikanan-ri-
tembus-rp-21-95-triliun-pada-kuartal pada tanggal 8 Agustus 2022 pukul 21.02 Wib


https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1586/sdgs_14/1
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Kegiatan ekspor dan impor sangat berhubungan dengan
perkembangan teknologi, karena dengan berkembangnya teknologi maka
jangkauan yg dapat dicapai dalam kegiatan ekspor impor barang semakin luas
dan perkembangan ini juga bisa mempermudah kegiatan ekspor impor barang.
Ekspor Indonesia mengandalkan daya saing harga, seperti sumber daya alam
berlimpah bukan pada teknologi dan keahlian khusus SDM. Padahal kedua
hal tersebut adalah faktor keunggulan kompetitif dalam menentukan daya
saing. Daya saing yang rendah mengakibatkan biaya yang tinggi. Selain itu,
informasi dan ruang lingkup pemasaran tidak berkembang dan tidak dikuasai
oleh eksportir dan importir. Sasaran pasar yang tidak diperluas akibat dari
kekhawatiran ketidak mampuan untuk mencukupi kebutuhan pasar semakin
meminimalkan daya saing. Hal ini tentu tidak terlepas dari kurang nya modal
usaha untuk memperluas pasar akibat dari kurangnya investor dan
kelembagaan keuangan yang hanya memberikan modal yang kecil.

Variabel yang dinilai pada analisa SWOT merupakan variable bebas
yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan nya dan timbul nya
variable dependen (terikat). Pendekatan kualitatif matriks SWOT yang
dikembangkan oleh Kearns, yaitu faktor eksternal (peluang dan tantangan)
dan faktor internal (kekuatan dan kelamahan). Sedangkan isu-isu strategis
yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan
eksternal dari analisa SWOT berada diatara faktor internal dan faktor

eksternal tersebut (Tabel 2).

TABEL 2. MATRIKS SWOT KEARNS

EKSTERNAL PELUANG ANCAMAN (TREATHS-T)
INTERNAL (OPPORTUNITY-0O)
KEKUATAN Mobilization
(STRENGTH-S) Comparative Advantage | Mengembangkan
Mengembangkan strategis | streategis dengan

dengan memanfaatkan | memanfaatkan peluang
kekuatan untuk mengambil | untuk mengatasi

peluang yang ada kelemahan
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KELEMAHAN
(WEAKNESS-W)

Divestment/ Invesment
Mengembangkan strategis
dengan memanfaatkan
kekuatan untuk

menghindari ancaman

Damage Control
Mengembangkan strategis
dengan mengurangi
kelemahan dan

menghindari ancaman

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah

dibahas di atas, berikut yang merupakan variable yang akan dinilai. Dimana

internal (Tabel 3) dan variable eksternal (Table 4) yang akan mempengaruhi
Analisa SWOT.

TABEL 3. FAKTOR STRATEGIS INTERNAL

KEKUATAN
Simplifikasi Perundang — Undangan dan Peraturan (UU, PP, perpres,
1 | dan permen) dan Peraturan Daerah (Perda)
2 | Treaty (UNCLOS)
3 | Ekspor/Impor yang dikelola adalah komoditas unggulan
4 | Sumber Daya yang melimpah
5 | Penangkapan ikan berbasis budidaya
6 | Status kapal/ tempat budidaya adalah milik sendiri
Nelayan/ Pengusaha ekspor impor mudah menerima aturan baru terkait
7 | penangkapan dan budidaya
Ketersediaan agen-agen pemerintah yang siap mendukung
8 | nelayan/pengusaha
9 | Konektifitas antar proses kegiatan ekspor dan ipor
10 | Modal usaha budidaya mandiri
11 | Ketersediaan lembaga pemasaran
KELEMAHAN
1 | Korupsi (suap, pemerasan, dan gratifikasi)
2 | Birokrasi yang panjang
Nelayan/ pengusaha kurang memahami dan mengetahui informasi
3 | pasar
4 | Ketersediaan budidaya (bibit unggul)
5 | Kelompok nelayan tidak produktif/ tidak berfungsi maksimal
6 | Kepemilikan modal yang kecil dalam memperluas pasar
Jaringan pemasaran sulit dan rantai/proses ekspor dan impor yang
7 | panjang
Nelayan/pengusaha tidak mengikuti arahan yang sesuai dengan
8 | komoditas yang dibutuhkan
9 | Rendahnya pengetahuan nelayan/pengusaha terhadap proses ekspor
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dan impor dan mutu produksi pengelolaan ikan

10 | Penguasaan teknologi pengolahan ikan

11 | Pengolahan ikan belum masih menggunakan teknologi lama

TABEL 4. FAKTOR STRATEGIS EKSTERNAL

PELUANG

Treaty (WTO, AFTA, AEC)

Stabilitas harga

Potensi Wilayah perairan

Program/Kebijakan Pemerintah

Dukungan Infrastruktur

Lembaga Keuangan

Pengembangan Industri Pengolahan Ikan

Tersedianya Program Kredit

Sertifikasi Mutu dan Keamanan lkan

NCAMAN

Kebijakan Nine Dash Line Tiongkok

Kurangnya investasi dalam industri Pengolahan

Mafia (lllegal Fishing)

Dukungan Teknologi Proses Impor dan Ekspor

Infrastruktur

Kebijakan Komoditas yang Tidak Sesuai Potensi

Tidak ada Program pendukung pengembangan komoditas unggulan

Lembaga Keuangan terbatas

OO INoO O WIN|FP|ID>DIO0 (N[O (01T |WIN |-

Ancaman Embargo dan Politik Anti Dumping Negara Tujuan Eksport

Penilaian nilai IFAS dan EFAS adalah hasil dari kuesioner kepada

eksportir, iportir dan nelayan. IFAS adalah pengisian merupakan kondisi pada

saat ini-yang diinput ke dalam faktor SWOT. Faktor internal analisis strategi

ekspor dan impor. Berikut adalah hasil penilaian yang didpatkan (Tabel 2).

Tabel 5. Faktor Internal Analisis Ekspor dan Impor

NO FAKTOR STRATEGIS RATING | BOBOT | SKOR
KEKUATAN
1 | Simplifikasi Perundang — Undangan dan
Peraturan (UU, PP, perpres, dan
permen) dan Peraturan Daerah (Perda) 4,71 0,09 0,42
2 | Treaty (UNCLOS) 4,71 0,09 0,40
3 | Ekspor/Impor yang dikelola adalah
komoditas unggulan 4,43 0,11 0,49
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4 | Sumber Daya yang melimpah 4,29 0,10 0,44
5 | Penangkapan ikan berbasis budidaya 3,14 0,08 0,25
6 | Status kapal/ tempat budidaya adalah

milik sendiri 3,14 0,08 0,24

7 | Nelayan/ Pengusaha ekspor impor
mudah menerima aturan baru terkait
penangkapan dan budidaya 3,71 0,08 0,29

8 | Ketersediaan agen-agen pemerintah
yang siap mendukung

nelayan/pengusaha 4,00 0,09 0,36
9 | Konektifitas antar proses kegiatan

ekspor dan impor 4,71 0,09 0,44
10 | Modal usaha budidaya mandiri 3,43 0,10 0,33
11 | Ketersediaan lembaga pemasaran 4,71 0,10 0,45

TOTAL 4,12

KELEMAHAN

Korupsi (suap, pemerasan, dan
1 | gratifikasi) 1,86 0,10 0,18
2 | Birokrasi yang panjang 1,86 0,09 0,17

Nelayan/ pengusaha kurang
memahami dan mengetahui

3 | informasi pasar 1,57 0,09 0,14

4 | Ketersediaan budidaya (bibit unggul) 1,71 0,10 0,17
Kelompok nelayan tidak produktif/

5 | tidak berfungsi maksimal 1,14 0,09 0,11
Kepemilikan modal yang kecil dalam

6 | memperluas pasar 1,14 0,09 0,10

Jaringan pemasaran sulit dan
rantai/proses ekspor dan impor yang
7 | panjang 1,86 0,09 0,17

Nelayan/pengusaha tidak mengikuti
arahan yang sesuai dengan
8 | komoditas yang dibutuhkan 1,86 0,09 0,16

Rendahnya pengetahuan
nelayan/pengusaha terhadap proses
ekspor dan impor dan mutu produksi

9 | pengelolaan ikan 1,14 0,09 0,11
Penguasaan teknologi pengolahan
10 | ikan 1,43 0,09 0,13
Pengolahan ikan belum masih
11 | menggunakan teknologi lama 2,00 0,09 0,17
TOTAL -1,60

Sedangkan EFAS digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara

Peluang dan Ancaman yang termasuk kedalam faktor ekternal yang terdpat
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pda kegiatan ekspor dan impor. Penilaian dilakukan sama peseprti penilaian
pada IFAS. Berikut adalah hasil penilaian tersebut (Tabel 6).

Tabel 6. Faktor Eksternal Analisis Ekspor dan Impor

NO | FAKTOR STRATEGIS RATING BOBOT | SKOR
PELUANG
1 | Treaty (WTO, AFTA, AEC) 3,43 0,14 0,47
2 | Stabilitas harga 3,71 0,13 0,49
3 | Potensi Wilayah perairan 3,57 0,13 0,46
4 | Program/Kebijakan Pemerintah 3,29 0,12 0,39
5 | Dukungan Infrastruktur 3,00 0,14 0,41
6 | Lembaga Keuangan 3,14 0,11 0,34
Pengembangan Industri Pengolahan
7 | lkan 3,43 0,13 0,44
8 | Tersedianya Program Kredit 3,00 0,11 0,34
9 | Sertifikasi Mutu dan Keamanan lkan 3,14 0,11 0,34
TOTAL 3,33
ANCAMAN
1 | Kebijakan Nine Dash Line Tiongkok 1,71 0,12 0,21
Kurangnya investasi dalam industri
2 | Pengolahan 1,86 0,12 0,22
3 | Mafia (lllegal Fishing) 2.00 0,14 0,28
Dukungan Teknologi Proses Impor
4 | dan Ekspor 1,71 0,12 0,20
5 | Infrastruktur 2.00 0,13 0,27
Kebijakan Komoditas yang Tidak
6 | Sesuai Potensi 1,71 0,12 0,20
Tidak ada Program pendukung
7 | pengembangan komoditas unggulan 1,71 0,13 0,22
8 | Lembaga Keuangan terbatas 1,71 0,12 0,20
Ancaman Embargo dan Politik Anti
9 | Dumping Negara Tujuan Eksport 1,71 0,12 0,20
TOTAL -1,81

Setelah mengetahui nilai dari IFAS dan EFAS, selanjutnya adalah
melakukan penyusunan diagram SWOT untuk dapat mengetahui posisi atau
kondisi Ekspor dan Impor saat ini. Sehingga tujuan untuk dapat
mengoptimalkan implemantasi hukum dan peraturan dalam ekspor dan impor
dapat dilakukan. Untuk mengetahui nilai titik kondisi ekspor dan impor saat ini,
dilakukan perhitungan nilai selisih antara nilai IFAS dan nilai EFAS. Adapun

langkah perhitungannya adalah sebagai berikut :
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Titik X (internal) = kekuatan — kelemahan = 4,12 — 1,60 = 2.52
Titik Y (eksternal) = Peluang — ancaman = 3,33 - 1,81 = 1,52

Hasil perhitungan terhadap skor faktor internal dan faktor eksternal
terbagi dalam 4 kuadran sesuai dengan diagram SWOT (Gambar 3).

PELUANG

KUADRAN Il

Mendukung Strategi Turn-Around KUADRAN |

Mendukung Strategi Agresif

KELEMAHAN KEKUATAN
KUADRAN IV KUADRAN I
Mendukung Strategi Defensif Mendukung Strategi Diversifikasi
ANCAMAN

Gambar 3. Diagram SWOT

kuadran | antara peluang dan kekuatan (kuadran agresif), kuadran II
berada diantara kekuatan dan ancaman (kuadran diversifikasi), kuadran Il
antara peluang dan kelemahan (kuadran turn around) dan kuadran IV berasa
diantara kelemahan dan ancaman (defensive). Kuadran | merupakan situasi
yang sangat menguntungkan karena memiliki kekuatan dan peluang untuk
dapat mengarahkan seluruh potensi internal dalam memanfaatkan peluang
yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung
kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy). Pada kuadran
ke Il, strategi yang digunakan adalah menggunakan kekuatan untuk dapat
memanfaatkan peluang jangka panjang melalui strategi diversifikasi. Maksud
dari strategi diversifikasi adalah membuat strategi yang berbeda dari strategi

sebelumnya dengan memanfaatkan kekuatan internal, sehingga
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memungkinkan terciptanya peluang dimasa yang akan datang. Meskipun

memiliki peluang yang besar akan ada beberapa kendala/ kelemahan internal

yang akan dihadapi. Strategi kuadran Il adalah meminimalkan masalah-
masalah internal untuk dapat merebut peluang dari luar dengan baik. Pada
kuadran ke IV merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan karena
harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Strategi yang
digunakan adalah mempertahankan diri untuk dapat membangun kekuatan
internal dan meminimalisir kelemahan.

Hasil dari perhitungan antara faktor strategis internal dan eksternal
dalam Analisa SWOT, didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Skor total kekuatan adalah 4,12. Pada skor ini menunjukkan bahwa faktor
strategis seperti potensi wilayah komoditas, wilayah perairan strategis,
ekspor/impor yang dikelola adalah komoditas unggulan, Produk Ekspor
adalah hasil tangkapan dan aneka ragam olahan ikan, penangkapan ikan
berbasis budidaya, status kapal/ tempat budidaya adalah milik sendiri,
nelayan/ pengusaha ekspor impor mudah menerima aturan baru terkait
penangkapan dan budidaya, ketersediaan agen-agen pemerintah yang
siap mendukung nelayan/pengusaha, konektivitas antar proses kegiatan
ekspor dan impor, modal usaha budidaya mandiri, dan ketersediaan
lembaga pemasaran memberikan pengaruh penting terhadap internal
faktor analisis strategis.

b. Skor total kelemahan adalah -1,60. Pada skor ini menunjukkan bahwa
faktor strategis seperti menurunnya hasil tangkapan ikan/ berkurangnya
stok ikan, kemampuan nelayan/ pembudi daya terbatas (bibit unggul, cara
pembudi dayaan dll), nelayan/ pengusaha kurang memahami dan
mengetahui informasi pasar, ketersediaan budidaya (bibit unggul),
kelompok nelayan tidak produktif/ tidak berfungsi maksimal, kepemilikan
modal yang kecil dalam memperluas pasar, jaringan pemasaran sulit dan
rantai/proses ekspor dan impor yang panjang, nelayan/pengusaha tidak
mengikuti arahan yang sesuai dengan komoditas yang dibutuhkan,
rendahnya pengetahuan nelayan/pengusaha terhadap proses ekspor dan
impor dan mutu produksi pengelolaan ikan, penguasaan teknologi
pengolahan ikan, dan pengolahan ikan belum masih menggunakan
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teknologi lama memebrikan pengaruh yang sama penting terhadap
internal faktor analisis strategis.

c. Skor Total Peluang adalah 3.33. Faktor eksternal yang telah ditentukan
meunjukkan bahwa faktor tersebut memberikan pengaruh penting. Faktor
tersebut adalah adanya permintaan komoditi, stabilitas harga, potensi
wilayah perairan, program/kebijakan pemerintah, dukungan infrastruktur,
lembaga keuangan, pengembangan industri pengolahan ikan, dan
tersedianya program kredit.

d. Skor total ancaman adalah -1.81. Faktor eksternal tersebut adalah
larangan menangkap ikan di wilayah tertentu, kurangnya investasi dalam
industri pengolahan, mafia (illegal fishing), dukungan teknologi proses
impor dan ekspor, infrastruktur, kebijakan komoditas yang tidak sesuai
potensi, tidak ada program pendukung pengembangan komoditas
unggulan, dan lembaga keuangan terbatas. Faktor eksternal tersebut
diatas menunjukkan bahwa faktor tersebut memberikan pengaruh penting.

Dari perhitungan tersebut, strategis yang diperlukan adalah strategis yang

berada diantara kekuatan dan kelemahan yaitu strategis kuadran | (Gambar 4).

SWOT

-2
-3
Gambar 4. SWOT Analisis Ekspor dan Impor Perikanan

Strategis yang digunakan yaitu strategis dengan mendukung kebijakan
pertumbuhan yang agresif. Dari analis didapatkan bahwa faktor kekuatan lebih
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besar dari faktor kelemahan. Sehingga pada kuadran | ini, system memiliki
intern yang kuat dan sangat berpeluang untuk dapat lebih berkembang.
Pengembangan potensi perikanan dapat dilakukan dengan memaksimalkan
Undang — Undang yang memberikan perlindungan kepada para pelaku
perikanan yang beritikad baik dan kerjasama internasional yang
menguntungkan Indonesia serta melakukan peningkatan upaya penangkapan
ikan berkuota (effort), pemanfaatan dan pembudidayaan ikan dan sumber
daya lainnya serta pemberlakuan konservasi. UU No0.32 Pasal 46 Tahun 2014
tentang Kelautan, bahwa pengendalian pemanfaatan ruang laut dilakukan
melalui perizinan, pemberian insentif, dan pengenaan sanksi. Perlu ada nya
upaya terobosan-terobosan terbaru pada budidaya perikanan maupun dalam
hal peningkatan kualitas dan kuantitas nilai ekspor. Hal tersebut merupakan
bagian dari upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi biru melalui
peningkatan daya saing dengan meningkatkan fasilitas ekspor dan impor.

Sebagai Negara terbesar pengekspor produk perikanan di dunia,
pemerintah perlu melakukan pemantauan terhadap kelestarian sumberdaya
ikan dan kelangsungan usaha penangkapan ikan, serta penentuan terhadap
proporsi tangkapan ikan. Pembangunan kelautan dan perikanan di kawasan
pulau-pulau kecil maupun di kawasan perbatasan juga harus lebih
mempertimbangkan potensi lestari dan tingkat pemanfaatannya supaya tidak
ada over exploited atau overfishing. Diperkirakan pada tahun 2030, ikan akan
dikonsumsi bersumber dari perikanan budi daya sebesar 62 persen,
meningkat 18 persen dari konsumsi saat ini. Untuk itu diperlukan suatu model
usaha perikanan budi daya yang berbeda dari industri perikanan tangkap,
termasuk modal, pemanfaatan lahan dan ekosistem, juga teknologinya. Model
usaha ini memiliki risiko terhadap hama dan penyakit sehingga perlu
perencanaan yang matang. Dengan praktik terbaik dengan penerapan inovasi
teknologi terdepan akan mendorong efisiensi dan peningkatan kualitas produk
yang berdaya saing ekspor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19
Tahun 2010 tentang Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan menyatakan bahwa perlunya ada nya upaya dalam melakukan
pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra-produksi hingga
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pendistribusian untuk dapat menghasilkan produk perikanan yang bermutu
dan aman bagi Kesehatan manusia. Pengendalian dan pengawasan mutu dan
keamanan hasil perikanan diharapkan agar masyarakat dapat mengkonsumsi
ikan yang bermutu baik. Apabila dikaitkan dengan ekspor, hasil perikanan
yang kualitas dengan mutu baik akan sangat menentukan persaingan pasatr.
Indonesia sebagai negara pengekspor harus terus dapat meningkatkan
sistem pembinaan mutu seperti memperketat peraturan yang sesuai dengan
tuntutan customer. Selain itu, dalam rangka mempertahankan kedaulatan
wilayah perairan Indonesia, pemerintah harus bersikap tegas dengan
menyatakan bahwa laut China Selatan merupakan bagian dari wilayah
Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan dapat berupa cara-cara damai
demi menjaga persahabatan dengan China. Karena UNCLOS telah menjamin
kepemilikan wilayah maka pemerintah Indonesia harus dapat meningkatkan
pengawasan di perairan tersebut dan mendorong pemanfaatan potensi yang

dimilikinya®*,

15. Analisis Terhadap Upaya Optimalisasi Pengimplementasian hukum dan
peraturan ekspor dan impor produk perikanan yang berkontribusi
terhadap penguatan ekonomi biru guna mendukung ketahanan ekonomi
nasional.

Indonesia merupakan negara kepulauan berdasarkan Rujukan Nasional
Data Kewilayahan Republik Indonesia yaitu; Luas perairan pedalaman dan
perairan kepulauan Indonesia adalah 3.110.000 km2; Luas laut teritorial
Indonesia adalah 290.000 kmZ2; Luas zona tambahan - Indonesia adalah
270.000 km2; Luas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 3.000.000 km2;
Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.800.000 km2; Luas total perairan
Indonesia adalah 6.400.000 km2; Luas NKRI (darat + perairan) adalah
8.300.000 km2; Panjang garis pantai Indonesia adalah 108.000 km2; Jumlah
pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan
disubmisi ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau.?®

* http://trobosaqua.com/detail-berita/2021/02/15/48/14074/aris-widagdo-sejarah-ninedash-line-di-
laut-china-selatan pada tanggal 9 September 2022 pukul 15.53 WIB
> KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 11 September 2022 pukul 9.30


http://trobosaqua.com/detail-berita/2021/02/15/48/14074/aris-widagdo-sejarah-ninedash-line-di-laut-china-selatan
http://trobosaqua.com/detail-berita/2021/02/15/48/14074/aris-widagdo-sejarah-ninedash-line-di-laut-china-selatan
https://kkp.go.id/brsdm/poltekkarawang/artikel/14863-menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia

49

Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki banyak potensi
pengembangan di sektor kelautan. Indonesia memiliki kekayaan akan
keanekaragamaan hayati (biodiversity) laut terbesar didunia. Dengan garis
pantai terpanjang kedua di dunia, dimana 70% dari luas wilayah adalah laut.
Kawasan Indonesia yang berada di bagian barat Samudra Pasifik adalah satu
dari enam negara yang perairannya berada di dalam segitiga terumbu Karang.
Sekitar enam juta kilometer persegi wilayah laut, industri perikanan Indonesia
memiliki potensi sumber daya kelautan di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan
perbatasan. Oleh karenanya, kontribusi perikanan Indonesia lebih besar
dibandingkan dengan sektor perikanan Cina, Filipina, Malaysia dan Thailand.
World Bank mencatat bahwa perbaikan pengelolaan perikanan Indonesia
akan menambah nilai hingga US$3,3 miliar per tahun dalam waktu 10 tahun.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan
salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu
merupakan yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti
bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam
keadaan tertentu”®. Dalam menegakkan hukum terdapat tiga tujuan hukum
yang menjadi perhatian, yaitu: kepastian hukum, keadilan dan pemanfaatan.
Fungsi hukum adalah menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan
untuk ketertiban masyarakat. Hukum digunakan sebagai social control yang
memaksa masyarakat untuk dapat berperilaku sesuai hukum. Apabila
melakukan pelanggaran maka aka nada sanksi yang diberikan. Sudikno
Mertokusumo, juga mengatakan bahwa tujuan pokok hukum adalah
menciptakan dan membentuk tatanan masyarakat yang tertib- dan seimbang.
Konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan suatu undang-undang
atau peraturan akan sangat bergantung kepada aparat penegak hukum.
Proses pemberantasan tindak pidana pada sektor perikanan secara langsung
merupakan kewenangan dari sistem peradilan pidana (Criminal Justice
System) atau lembaga hukum konvensional yaitu Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Masyarakat harus diberikan pengertian terkait peraturan dan regulasi

untuk dapat membantu mengatasi adanya penangkapan ikan ilegal. Selain itu,

%% Sudikno Mertokusumo. 1986. Mengenal Hukum, Yohyakarta: Liberty,
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masyarakat dapat membantu Pemerintah dalam mereformasi penegakan
hukum, penerapkan hukuman dan penuntutan dalam pencegahan yang lebih
lanjut. Indonesia memiliki peraturan hukum terkait dengan illegal fishing,
namun Implikasi penegakan hukum yang terjadi terhadap kapal penangkap
ikan asing tidak membuat para nelayan ilegal merasa takut dan jera ketika
memasuki ZEE Indonesia. Selain itu, pemerintah perlu melakukan
peningkatan diplomasi ekonomi demi kepentingan nasional. Diplomasi
ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan hubungan luar negeri dalam
bidang ekonomi salah satunya adalah kegiatan ekspor dan impor. Hubungan
kemitraan yang kuat antara pelaku usaha termasuk lembaga pemerintah, LSM
dan kelomppok masyarakat, ancaman terhadap perikanan Indonesia terkait
dengan illegal fishing maupun penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan
prosedur dapat diminimalisasikan dan memungkinkan persediaan ikan terus
digalakkan dengan peningkatan produksi budidaya ikan. Selain untuk
memenuhi kebutuhan protein masyarakat Indonesia dan global dalam hal ini
adalah ekspor.

Banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia dapat menyebabkan
rusaknya produk dalam negeri terutama barang impor yang masuk secara
ilegal. Masuknya barang impor dapat mengurangi penerimaan negara,
sehingga dibutuhkan upaya yang serius guna mencegah impor ilegal melalui
jalur hukum berupa penertiban impor. Meskipun jumlahnya barang impor ilegal
yang masuk tidak begitu besar namun apabila terus menerus akan berdampak
negatif pada perkonomian yaitu penerimaan negara menjadi tidak optimal.
Impor .ilegal memiliki peluang dalam penyelewengan yang mengakibatkan
persaingan usaha menjadi tidak sehat. Praktiknya importir ilegal melakukan
praktik penyimpangan dengan berbagai modus. Importir ilegal tidak segan
melakukan tindakan dengan cara melakukan penyelundupan dengan
melibatkan oknum aparat terkait. Hal ini juga terjadi pada praktik eksportir,
sehingga pengawasan kedalam justru harus lebih ditingkatkan guna
meminimalkan aparat yang terlibat. Hukum yang ada dioptimalkan dengan
secara terus menerus menjadi peringatan bersama, melakukan pekerjaan
dengan pelaporan secara transparan dapat mencegah terjadinya

penyelewengan.
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Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2021, dijelaskan
bahwa eksportir dan importir yang bereputasi baik akan di dukung oleh
pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan. Untuk
mendapatkan rekomendasi sebagai eksportir dan importir terbaik, pemerintah
akan melakukan penilaian diantaranya adalah kelengkapan administrasi,
ketaatan pajak, pelaksanaan ekspor barang dalam dua tahun terakhir sesuai
dengan bidang usaha (nature of business), tidak pernah mendapatkan sanksi,
pencabutan perizinan dan mendapatkan pengakuan sebagai operator
ekonomi bersertifikat atau mitra utama kepabeanan dari Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai. Eksportir dan importir yang bereputasi baik, akan
mendapatkan kemudahan atas perizinan berusaha dibidang perdagangan
berupa penerbitan perizinan berusaha di bidang ekspor dan impor secara
elektronik dan otomatis. Pemerintah akan terus melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap para eksportir dan importir yang telah mendapatkan status
sebagai eksportir dan importir terbaik untuk tetap menjaga kualitas. Apabila
ditemukan kesalahan maka status akan dicabut.

Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2021 ,eksportir
dan importir akan terdorong untuk dapat terus berupaya menjadi yang terbaik.
Optimalisasi Undang-Undang ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan
terus melakukan relaksasi kebijakan ekspor dan impor yang berorientiasi
ekspor, menyediakan seminar atau pelatihan bagi para calon eksportir dan
importir baru, meningkatkan trade financing kepada para eksportir dan importir
yang terkena dampak pandemi, meningkatkan akses pasar, daya saing ,
penguatan . informasi dan pengembangan produk. Pemerintah telah
mengintegrsikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2021, agar
para eksportir dan importir bereputasi baik adalah dengan melengkapai
perizinan yang di dukung oleh Undang-Undang Cipta Kerja melalui perizinan
berbasis risiko. Undang-undang tersebut memiliki 700 pasal dengan 52
Undang-Undang sehingga terpadu, efisien dan efektif untuk mempermudah
usaha.

Isu pembangunan disektor perikanan perlu mendapat perhatian
bersama. Gejala penangkapan ikan yang berlebihan, pencurian ikan oleh
nelayan dari luar negeri dan Tindakan illegal lai nya telah mengancam
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kepentingan nelayan dan iklim perindustrian ikan. Hal ini harus didukung oleh
kebijakan yang mampu memberikan dampak jera kepada para pelaku.
Pemberlakuan Kembali kebijakan yang pernah dilakukan pada masa
kepemimpinan Susi Pudjiastuti yaitu Peraturan Menteri KP 56 Tahun 2016
dengan penenggelaman kapal menjadi kebijakan untuk menghindari illegal
fishing dan memberantas mafia. Menurut perspektif hukum, korupsi dijelaskan
dalam 13 Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU
No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diketahui
pada kasus Edhy Prabowo yang melanggar Pasal 11, 12, dan 15 UU RI
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas UU Ri Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1)
KUHP. Bahkan KPK sempat menjerat Edhy Prabowo dengan pasal Tindak
Pidana Pencucian Uang (TPPU)?’. Korupsi, suap, pemerasan dan gratifikasi
sudah menjadi bagian yang tidak dapat dihindarkan dan telah merugikan
negara. Guna mengoprimalkan implementasi UU KPK, pemerintah dan
penegak hukum dapat menerapkan sistem perampasan kekayaan kepada
para pelaku korupsi sehingga para koruptor menjadi jera.

Mekanisme koordinasi yang efektif dalam menangani bidang kebijakan
sebagai bagian dari policy alignment antara kementerian perdagangan,
kementerian luar negeri bagi para pengusaha, investor dan masyarakat.
Dalam menentukan sikap atau tindakan yang di ambil dalam menghadapi
perkembangan isu perdagangan dan investasi yang cepat dan kompleks,
pemerintah  perlu menyiapkan blueprint yang dapat dijadikan pedoman
bersama dalam mengambil keputusan. Sehingga ketika di hadapkan suatu
permaslahan, tindakan yang diambil tidak terlalu lama. Inisiatif dari blueprint
strategis ini merupakan bagian dari revitalisasi peran kementerian luar negeri
sebagai ujung tombak bagi diplomasi ekonomi di dunia internasional. Solusi
dari permasalahan yang timbul diharapkan tidak hanya bersifat ad hoc, tetapi

juga berkelanjutan demi pencapaian kepentingan nasional.

*’- Baca artikel CNN Indonesia "KPK Buka Opsi Jerat Edhy Prabowo dengan Pasal Pencucian
Uang" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210129141652-12-
599978/kpk-buka-opsi-jerat-edhy-prabowo-dengan-pasal-pencucian-uang.



53

Pemerintah bersama pelaku usaha terus melakukan kerja sama dalam
menggali peluang ekspor dan impor dalam hasil tangkapan ikan dan
pengolahannya. Indonesia harus terus meningkatkan mutu dan kualitas hasil
tangkapan nya agar mampu berdaya saing secara global dan guna
peningkatan nilai jual nya sesuai dengan PP Nomor 57 Tahun 2015 tentang
sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta peningkatan nilai
tambah produksi hasil perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus
terus berfokus melakukan akselerasi program prioritas guna keberlanjutan
ekologi, peningkatan kesejahteraan nelayan, dan peningkatan PNPB dalam
pertumbuhan ekonomi nasional termasuk untuk terus meningkatkan
pengembangan budidaya ekspor perikanan melalui komoditas unggulan di
pasar global seperti udang, lobster, rumput laut, dan kepiting. Ketika produk
perikanan mampu diproduksi dengan mudah dan banyak, maka kegiatan
ekspor dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di negara lain sehingga
Indonesia mampu mengendalikan harga di pasar.

Ekspor dalam sektor perikanan telah menghasilkan iklim usaha yang
kondusif dan menumbuhkan sikap bersaing dalam perdagangan internasional.
Dampak positif lain nya adalah bahwa ekspor disektor perikanan selain
membuka peluang pasar baru di luar negeri juga telah menumbuhkan
semakin luas nya pasar domestik, investasi, dan devisa. Selain itu, kegiatan
ekspor secara tidak langsung telah membuka luas lapangan pekerjaan baru
yang dapat menekan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan.
Untuk itulah, guna mendorong nilai ekspor dan mengurangi penjualan di pasar
domestik, pemerintah biasanya memberikan kebijakan subsidi ekspor. Subsidi
ekspor adalah pemberian dana dari pemerintah kepada perusahaan agar
dapat terus meningkatkan jumlah ekspor. Solusi dan upaya yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan produktivitas diantara nya adalah:

a. Faktor penting dalam meningkatkan daya saing adalah melalui
pengembangan infrastruktur. Hal ini untuk memperkuat competitiveness
masyarakat melalui biaya yang murah seperti biaya logistik, jalan, airport,
jalur kereta api hingga pelabuhan. Karena dengan infrastruktur yang

kurang andal tentu akan menghambat arus lalu lintas barang yang
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akhirnya membebani biaya transportasi dan logistik. Hal ini menyebabkan
kurangnya daya saing produk.

b. Perlunya upaya deregulasi dibeberapa peraturan agar peraturan dapat
sinkron baik secara vertikal (pusat — daerah) maupun secara horisontal
(lintas K/L).

c. Perlu dilakukan reformasi infrastruktur untuk memperbaiki kinerja logistik,
melalui: (a) peningkatan konektivitas (jalan, pelabuhan, dan jasa layanan
logistik serta kepabeanan); (b) dukungan energi yang berkelanjutan; (c)
kebijakan fiskal di bidang logistik (seperti insentif pajak bagi penyedia jasa
logistik domestik yang mendukung industri ekspor dan peningkatan moda
transportasi logistik berbasis rel dan laut); dan (d) penguatan regulasi
tentang logistik nasional setingkat Undang-Undang untuk mendukung
upaya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan di level bawah?.

d. Perlunya market intelligence untuk membantu memberikan endorsement
bagi pelaku usaha untuk membantu produk Indonesia bersaing di pasar
global.

Strategi penting yang harus dilakukan adalah memperbaiki mekanisme
perizinan, mengembangkan sistem logistik ikan nasional, meningkatkan
kualitas produk perikanan, dan mengembangkan Kawasan Pengelolaan
Perikanan Indonesia. Selain itu, prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan
harus menjadi kerangka kerja untuk meningkatkan ekspor perikanan
Indonesia. Tingkat keberhasilan suatu negara digambarkan pada laju
pertumbuhan ekonomi yang dinilai dari beberapa aspek, diantaranya adalah
nilai ekspor dan impor mempengaruhi neraca perdagangan. Dikatakan
berhasil bila kemampuan dan kekuatan industrinya mampu didukung oleh
kemampuan ekonomi yang kuat. Dalam mewujudkan keberhasilan
pertumbuhan ekonomi diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam
rangka melalui kebijakan yang mendukung agar pertumbuhan ekonominya
stabil dan berkembang pesat. Salah satunya kebijakan pertumbuhan ekonomi
adalah kebijakan pada perdagangan internasional.

Sejak pemberlakukan ASEAN Economic Community (AEC), lalu lintas

perdagangan bebas menjadi tanpa hambatan terutama di Kawasan Asia.

% 1bid, h. 31 dan 45
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Namun, hal ini telah menyebabkan persaingan yang semakin ketat, sehingga
daya saing merupakan hal penting yang menjadi perhatian khususnya dalam
ruang lingkup perdagangan internasional. Dengan daya saing yang kuat, nilai
ekspor dapat ditingkatkan, sehingga akan berdampak positif dalam
meningkatkan PDB negara. Untuk mengetahui seberapa besar daya saing
suatu produk, dapat dilakukan pengukuran indeks melalui metode Revealed
Comparative Advantage (RCA) yaitu dengan menghitung pangsa nilai ekspor
terhadap total ekspor suatu negara dibandingkan dengan nilai ekspor dalam
perdagangan dunia . Melalui PP No. 41 Tahun 2021 disusun tentang
Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
termasuk terkait dengan perizinan kegiatan ekspor dan impor bagi pengusaha
di wilayah pabean. Selain itu, pemerintah dapat melakukan pengurangan
biaya tarif perdagangan internasional . mengurangi nilai pajak dalam
perdagangan internasional dan embangun kerja sama yang lebih baik antar
negara.

Grindle menyatakan bahwa implementasi adalah proses umum
tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu?®.
Implementasi adalah put something into effect yaitu penerapan sesuatu yang
memberikan efek atau dampak. Implementasi adalah sebuah proses dalam
mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan. Untuk mengukur
pencapaian sasaran atau tujuan yang diinginkan dari suatu kebijakan, Edward
Il berpendapat terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur
birokrasi®®. Agar_implementasi kebijakan berjalan baik dan lancar, menurut
Edward Iil, perlu dilakukan pengelolaan diseminasi kebijakan. Pengelolaan
diseminasi kebijakan terdiri dari empat, yaitu:

a. Adanya respek masyarakat terhadap otoritas pemerintah
b. Adanya kesadaran dan kemauan untuk dapat menerima serta
melaksanakan kebijakan terwujudnya kebijakan.

c. Keyakinan setiap masyarakat bahwa kebijakan dibuat secara sah.

- Grindle, Merilee S. (Ed). 1980. Politics and Apolicy Implementation in the Third World, New
Jersey: Princetown University Press.

% Edward Ill, George C. (edited). 1984. Public Policy Implementing. Jai Press Inc, London-
England.
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d. Meskipun awalnya sebuah kebijakan dianggap kolaboratif, namun lambat
laun kebijakan tersebut akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Kebijakan merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan guna

peningkatan, rumusan kebijakan lain nya yang dapat dilakukan antara lain,

a. Memperluas pasar ekspor

b. Menggiatkan ekspor jasa untuk Luar Negeri

c. Mengikuti program misi dagang dan pameran ke berbagai Negara Tujuan
Ekspor (NTE) Potensial melalui kegiatan Pameran dagang atau Expo.

d. Refocusing Produk dari bahan mentah ke produk olahan setengah jadi
dan produk jadi.

e. Mengoptimalkan Free Trade Agreement (Perjanjian Perdagangan Bebas)

Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam
yang menjadi potensi ekonomi bangsa dalam mendukung pembangunan
nasional. Dalam pasal 14 pada UU nomor 32 tahun 2014, pemanfaatan
sumber daya kelautan bukan hanya meliputi perikanan, namun juga energi
dan sumber daya mineral, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan
sumber daya non konvensional. Pengusahaan sumber daya kelautan dapat
berupa industri kelautan, wisata bahari, perhubungan Laut dan bangunan Laut.
Pembangunan kelautan bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi,
pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem
pesisir dan laut. Sumber Daya Kelautan baik yang dapat diperbaharui maupun
yang tidak dapat diperbaharui tentu memiliki keunggulan komparatif dan
kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang®..

Pada perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor, perlu
memperhatikan persyaratan yang ada di negara tujuan ekspor dan di negara
nya sendiri. Persyaratan ini biasanya berbentuk quota, beberapa persyaratan
standar keamanan dan keselamatan produk atau kelengkapan dokumen wajib
lainnya yang yang dibutuhkan untuk melindungi produk-produk dalam negeri
terhadap produk impor. Kebijakan impor terhadap hasil perikanan seperti yang
tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 tahun 2019, yang
menyatatakan bahwa hasil perikanan bukan hanya ikan segar namun juga

ikan beku dan olahan nya. Impor hasil perikanan bertujuan sebagai penolong

3L UU Nomor 32 tahun 2014
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industri atau untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan/atau bahan
penolong industri hanya dapat dilakukan oleh perusahaan industri pengolahan
ikan setelah mendapat persetujuan impor dari Menteri. Impor hanya dapat
dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
dan/atau perusahaan selain industri pengolahaan ikan setelah mendapat
persetujuan impor dan Menteri. Menteri dapat memberikan mandat penerbitan
persetujuan impor kepada Direktur Jenderal.

Pemeriksaan impor harus dilakukan melalui Kawasan Pabean dan wajib
menyampaikan pelaporan pelaksanaan impor. Ketika banyak produk impor
yang masuk, maka stabilitas harga produk ikan akan mengganggu nelayan
dalam negeri. Sehingga permasalahan ini diperkuat dengan peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 tentang usaha importasi
komoditas perikanan. Indonesia melakukan impor ikan dikarenakan kebutuhan
ikan yang mendesak. Selain memenuhi kebutuhan industri dalam negeri,
impor dilakukan untuk meningkatkan neraca pembayaran, mengurangi
keluarnya devisa dan meningkatkan potensi pada suatu negara guna
mendukung stabilitas negara. Namun apabila Indonesia dinilai mengalami
peningkatan dalam proses produksinya maka pembatasan impor diberlakukan.
Hal ini harus dilakukan agar produk dalam negeri tidak akan hilang akibat dari
produk luar negeri, sehingga pedagang lokal tetap mampu berkompetisi.

Perlunya pembatasan terhadap masuknya barang vyaitu dengan
memasang pembatas tarif dan kuota untuk memperbaiki neraca suatu
pembayaran dan meminimalisir adanya kalah persaingan di dalam negeri
sendiri. Apabila terus dipaksakan, dikhawatirkan rantai pasak global menjadi
terganggu akibat dari turunnya daya saing industri. Perlunya kemandirian
sektor hulu, koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kapasitas produksi,
dan mendorong ekstentifikasi dan intensifikasi. Selain investasi yang besar,
peta jalan dan koordinasi akan dapat menurunkan angka impor. Hal ini
semakin memperjelas bahwa ketergantungan bahan baku impor akan menjadi
lebih tinggi di tahun 2022, seperti pada produk susu yang ketergantungan
bahan baku impor nya sekitar 70 persen®:. Namun dalam Undang-undang

%2 https://gapmmi.id/article/read/7747/target-substitusi-impor-dinilai-tidak-realistis pada tanggal 23
Juli 2022 pukul 21.35 Wib
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Omnibus Law Cipta Kerja membuat impor barang masuk ke Indonesia tidak
ada lagi batasan. Hal ini sesuai dengan pasal 27 dan 32 perubahan UU
tentang kawasan ekonomi khusus (KEK). Cipta Kerja ini memberikan fasilitas
ke Kawasan Ekonomi Khusus berupa fasilitas pajak dan kepabeanan disetiap
jenis impor. Omnibus law adalah model undang-undang yang didalamnya
terdiri dari banyak muatan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja merupakan salah satu bagian dari omnibus law. Cipta
Kerja merupakan upaya dalam penciptaan kerja melalui usaha kemudahan,
perlindungan, dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil, dan menengah,
peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi
pemerintah pusat serta percepatan proyek strategis nasional. Omnibus Law
adalah rujukan dan dasar bagi pembuatan undang-undang seperti peraturan
pemerintah (PP).

Anasil analisis International Trade Center pada tahun 2012 - 2016
memberi gambaran bahwa laju demand ekspor global terhadap komoditi
ekspor Indonesia berada pada angka negatif meskipun volume ekspor
komoditi tersebut cukup besar. Sehingga, apabila dicermati, terdapat komoditi
yang cukup potensial yang dapat dijadikan sebagai komoditi ekspor unggulan
volumenya masih rendah namun pangsanya terhadap ekspor internasional
sangat prospektif. Selain itu, masih terdapat banyak komoditi ekspor yang
potensial dari sisi volume (supply) namun demand global masih sangat
terbatas®. Untuk mendorong ekspor dan impor perlu dilakukan optimalisasi
pemanfaatan UU, Permen, Perda, dan kebijakan yang berlaku. Ekspor dan
impor dilakukan berdasarkan perjanjian perdagangan yang dilakukan di pasar
global dan menarik investasi asing. Kementerian Perdagangan menyatakan
bahwa perjanjian perdagangan antara Indonesia dan mitra dagang mayoritas
telah memiliki skema preferensi tarif dan rata-rata utilities (tingkat
pemanfaatan perjanjian perdagangan yang telah mencapai 80 persen 3.
Pengelolaan barang impor memiliki peran yang penting terhadap daya saing

produk ekspor Indonesia melalui pengelolaan impor barang modal dan bahan

% International Trade Center dalam https://www.trademap.org pada tanggal 10 Agustus 2022
pukul 22.00 Wib

34'Peningkatan Kinerja Ekspor: Optimalkan Perjanjian Dagang”, Bisnis Indonesia, 14 Februari 2022, hal.

5
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baku/penolong yang digunakan pada proses produksi untuk tujuan ekspor.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri dan menjaga
ketersediaan pasokan pangan maka perlu suatu kebijakan ekspor dan impor
yang bersifat dinamis dan komprehensif.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dan perlunya
upaya pengoptimalisasi. Dalam mendukung arah kebijakan ekspor dan impor
maka strategi yang diperlukan adalah, mengamankan pangsa ekspor dan
impor di pasar internasional, meningkatkan diversifikasi produk ekspor dan
memperluas tujuan ekspor impor ke pasar yang prospektif. Implementasi dari
strategi tersebut dilaksanakan diselaraskan dengan pemanfaatan yang
menyeluruh terhadap system yang telah dibuat oleh pemerintah bersama DPR
melahirkan produk Undang — Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Omnibus Law) di mana Undang — Undang ini memangkas puluhan Undang —
Undang yang sangat birokratif menjadi sederhana dengan tujuan menciptakan
iklim investasi dan bisnis yang sehat, meningkatkan koordinasi dan
pengawasan bersama seperti lahirnya revisi Undang - Undang No. 30 tahun
2022 menjadi Undang — Undang No. 19 tahun 2019 tentang KPK diharapkan
fungsi edukasi, fungsi pencegahan dan fungsi penindakan berjalan secara
pararel demi tujuan apparat birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi baik
berupa suap, pemerasan dan gratifikasi.

Optimalisasi efektivitas pada proses dan pengolahan barang ekspor dan
impor serta optimalisasi efektivitas kebijakan pengaturan. Konsep penta-helix
atau multipihak yaitu unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha,
masyarakat atau komunitas, dan media bersatu dalam berkoordinasi dan
berkomitmen untuk mengembangkan ekspor dan impor perikanan Indonesia.
Dalam rangka upaya penguatan ekspor dan impor dalam pengembangan
potensi ekonomi biru yaitu dengan melibatkan multipihak yang saling

bersinergi di pusat dan daerah.



60

BAB IV
PENUTUP

16. Simpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disampaikan simpulan sebagai
berikut:

a.

Hukum dan peraturan yang mendasari penyelenggaraan kegiatan ekspor
dan impor produk perikanan menggunakan teori hukum berjenjang (teori
Hans Kelsen). Dimana hukum memiliki sifat superior yang mengatur
kegiatan ekspor dan impor berdasarkan UUD 1945, UU, PP, Perpes,
Permen, Peraturan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dasar hukum
penyelenggaraan ekspor impor diantaranya adalah UU No. 17 Tahun
2006 tentang tata laksana ekspor, Pasal 53 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2006
tentang kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan
larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan
larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor, Peraturan
Pemerintah nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas termasuk terkait dengan
perizinan kegiatan ekspor dan impor, dan aturan turunannya.
Implementasi hukum dan peraturan dalam mengatasi kendala-kendala
ekspor dan impor produk perikanan untuk memperkuat ekonomi biru
dilakukan dengan menggunakan analis/teori SWOT yaitu sebuah metode
perencanaan strategis untuk untuk mengevaluasi kekuatan (strengths),
kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats)
yang terdiri dari variable internal dan eksternal. Analis yang dihasilkan
adalah berada pada kuadran | antara peluang dan kekuatan (kuadran
agresif). Indonesia memiliki kekuatan dan peluang untuk dapat
mengarahkan seluruh potensi internal dalam memanfaatkan peluang yang
ada. Strategi nya adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif
(Growth oriented strategy).

Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan implementasi hukum dan
peraturan ekspor dan impor produk perikanan yang berkontribusi terhadap
penguatan ekonomi biru guna mendukung ketahanan ekonomi nasional

adalah memperbaiki mekanisme perizinan, mengembangkan sistem
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logistik ikan nasional, meningkatkan kualitas produk perikanan, dan
mengembangkan  Kawasan  Pengelolaan  Perikanan  Indonesia
berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang mendasari kegiatan

ekspor dan impor.

17. Rekomendasi

Dari simpulan tersebut, dapat disampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak
terkait untuk pengoptimalisasi implementasi hukum dan peraturan untuk
penguatan ekonomi biru guna mendukung ketahanan ekonomi nasional

sebagai berikut:

a. Melalui Undang-Undang nomor 17 tahun 2021, eksportir dan importir akan
terdorong untuk dapat terus berupaya menjadi yang terbaik. Optimalisasi
Undang-Undang ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan terus
melakukan relaksasi kebijakan ekspor dan impor yang berorientiasi ekspor,
menyediakan seminar atau pelatihan bagi para calon eksportir dan
importir baru, meningkatkan trade financing kepada para eksportir dan
importir yang terkena dampak pandemi, meningkatkan akses pasar, daya
saing , penguatan informasi dan pengembangan produk.

b. Mengoptimalkan Free Trade Agreement (Perjanjian Perdagangan Bebas)
melalui Pengusahaan sumber daya kelautan dapat berupa industri
kelautan, wisata bahari, perhubungan Laut dan bangunan Laut
berdasarkan Dalam pasal 14 pada UU nomor 32 tahun 2014

c. Melalui PP No. 41 Tahun 2021 disusun tentang Penyelenggaraan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas termasuk terkait
dengan perizinan kegiatan ekspor dan impor bagi pengusaha di wilayah
pabean Melalui PP No. 41 Tahun 2021 disusun tentang Penyelenggaraan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas termasuk terkait
dengan perizinan kegiatan ekspor dan impor bagi pengusaha di wilayah
pabean, pemerintah dapat melakukan pengurangan biaya tarif
perdagangan internasional, mengurangi nilai pajak dalam perdagangan
internasional dan embangun kerja sama yang lebih baik antar negara.

d. Memberlakukan Kembali kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti yaitu
Peraturan Menteri KP 56 Tahun 2016 terkhusus Pasal 2 huruf a dan huruf
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b yaitu penangkapan dan atau pengeluaran lobster dari wilayah Indonesia
hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan
ukuran Panjang diatas 8 cm atau berat diatas 200 gram per ekor karena
pemberlakukan PP tersebut terbukti mampu meminimalkan illegal fishing.

. Terkait ketahanan pangan, sektor perikanan memegang peranan penting
baik ditingkat nasional maupun tingkat global dalam pemenuhan
kebutuhan protein manusia dan mata pencaharian tenaga kerja. Oleh
sebab itu, nelayan perlu diberikan pendampingan pemerintah pusat dan
daerah yang bekerjasama dengan lembaga perikanan, peneliti, juga
akademisi.

Mekanisme koordinasi yang efektif dalam menangani bidang kebijakan
sebagai bagian dari policy alignment antara kementerian perdagangan,
kementerian luar negeri bagi para pengusaha, investor dan masyarakat.
Perlunya pembatasan terhadap masuknya barang yaitu dengan
memasang pembatas tarif dan kuota untuk memperbaiki neraca suatu
pembayaran dan meminimalisir adanya kalah persaingan di dalam negeri
sendiri.

. Mendorong pelaku usaha perikanan Indonesia untuk mengedepankan
mutu produk yang unggul agar memenuhi standar dan berdaya saing.
Industri pengolahan perikanan juga harus mandiri dan berdaya saing
dimana pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi dari hulu sampai hilir
guna kemajuan ekonomi nasional.

. Memberikan kemudahan birokrasi terhadap kegiatan ekspor hasil
tangkapan ikan dan olahan perikanan di Indonesia. Kemudahan yang
dapat dilakukan adalah penyederhanaan atau pengurangan larangan dan
pembatasan pada aktivitas ekspor. Selain pemerintah juga dapat
memberikan percepatan proses bagi para pelaku ekspor/impor yang
memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dengan pengawasan melalui
National Logistic Ecosystem (NLE) yang memfasilitasi kolaborasi dan

sinkronisasi sistem informasi antar instansi pemerintah dan swasta.
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Tabel I. Estimasi Potensi Kelompok Sumber Daya Ikan Pada WPPNRI 712%°

No | Kelompok Sumber Daya lkan Potensi (ton/tahun)
1. Ilkan Pelagis Kecll 303,886
2. Ikan Pelagis Besar 104,017
3. lkan Demersal 320,432
4, Ikan Karang 59,146
5. Ikan Penaeid 58,390
6. | Lobster 952
7. | Kepiting 10,077
8. Rajungan 22,637
9. Cumi-cumi 102,142
TABEL 2. MATRIKS SWOT KEARNS
EKSTERNAL PELUANG ANCAMAN (TREATHS-T)
INTERNAL (OPPORTUNITY-O)
KEKUATAN Mobilization
(STRENGTH-S) ¢ Mengembangkan
Comparative Advantage
streategis dengan

Mengembangkan strategis

dengan memanfaatkan

memanfaatkan peluang

ESS-W) Mengembangkan strategis
dengan memanfaatkan
kekuatan untuk

menghindari ancaman

_ | untuk mengatasi
kekuatan-untuk mengambil
kelemahan
peluang yang ada
KELEMAHAN (WEAKN | Divestment/ Invesment | Damage Control

Mengembangkan strategis
dengan mengurangi
kelemahan dan

menghindari ancaman

TABEL 3. FAKTOR STRATEGIS INTERNAL




KEKUATAN
Simplifikasi Perundang — Undangan dan Peraturan (UU, PP, perpres,
1 | dan permen) dan Peraturan Daerah (Perda)
2 | Treaty (UNCLOS)
3 | Ekspor/Impor yang dikelola adalah komoditas unggulan
4 | Sumber Daya yang melimpah
5 | Penangkapan ikan berbasis budidaya
6 | Status kapal/ tempat budidaya adalah milik sendiri
Nelayan/ Pengusaha ekspor impor mudah menerima aturan baru terkait
7 | penangkapan dan budidaya
Ketersediaan agen-agen pemerintah yang siap mendukung
8 | nelayan/pengusaha
9 | Konektifitas antar proses kegiatan ekspor dan ipor
10 | Modal usaha budidaya mandiri
11 | Ketersediaan lembaga pemasaran
KELEMAHAN
1 | Korupsi (suap, pemerasan, dan gratifikasi)
2 | Birokrasi yang panjang
Nelayan/ pengusaha kurang memahami dan mengetahui informasi
3 | pasar
4 | Ketersediaan budidaya (bibit unggul)
5 | Kelompok nelayan tidak produktif/ tidak berfungsi maksimal
6 | Kepemilikan modal yang kecil dalam memperluas pasar
Jaringan pemasaran sulit dan rantai/proses ekspor dan impor yang
7 | panjang
Nelayan/pengusaha tidak mengikuti arahan yang sesuai dengan
8 | komoditas yang dibutuhkan
Rendahnya pengetahuan nelayan/pengusaha terhadap proses ekspor
9 | dan impor dan mutu produksi pengelolaan ikan
10 | Penguasaan teknologi pengolahan ikan
11 | Pengolahan ikan belum masih menggunakan teknologi lama
PELUANG
1 | Treaty (WTO, AFTA, AEC)
2 | Stabilitas harga
3 | Potensi Wilayah perairan
4 | Program/Kebijakan Pemerintah
5 | Dukungan Infrastruktur
6 | Lembaga Keuangan
7 | Pengembangan Industri Pengolahan lkan
8 | Tersedianya Program Kredit
9 | Sertifikasi Mutu dan Keamanan lkan
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